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MOTTO 
 
                           
                
Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 
tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 
penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur” (Q.S. An-Nahl Ayat 78) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal z| Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
x 
 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لسح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
xi 
 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
xii 
 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإ دحمم ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
Agung Wibowo, NIM: 152.111.214. Skripsi “SISTEM BAGI HASIL 
MUZA<RA’AH DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I (Studi Kasus di 
Desa Kedungdowo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah)” 
Dalam penelitian ini akan dijawab dari permasalahan yang telah dirumuskan yaitu 
Bagaimana sistem bagi hasil muza>ra’ah  dalam menentukan pembagian 
pendapatan di Desa Kedungdowo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali? 
Bagaimana perspektif mazhab Syafi’i terhadap sistem  bagi hasil muza>ra’ah di 
Desa Kedungdowo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali? 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 
berpijak pada laporan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sumber 
data yang mampu disuguhkan dalam bentuk deskriptif yang dapat menjelaskan 
objek kajian yang diteliti. Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap 
berikutnya adalah analisis data. Pada tahap ini, data dikerjakan, dideskripsikan, 
dan dianalisis sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-
kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam 
penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga sistem usaha pertanian 
di Desa Kedungdowo yaitu: kerjasama usaha pemilik dengan penggarap, sistem 
buruh tani, dan sistem pribadi. Dalam konteks pembagian pendapatan pada 
kerjasama di desa Kedungdowo Kecamatan Andong  Kabupaten  Boyolali  
menggunakan  sistem  yang  adil  artinya apabila  ada  keuntungan  dalam  usaha  
maka  keuntungan  tersebut  dapat dinikmati bersama antara pemilik lahan dengan 
penggarap lahan dengan ketentuan  pembagian sesuai  kesepakatan  dan  biaya  
yang dikeluarkan  oleh masing-masing pihak yang bekerja sama. Sistem  
kerjasama  usaha  pertanian  yang  dilakukan  masyarakat  Desa Kedungdowo  
secara  garis  besarnya  sudah  merujuk  pada  ajaran mazhab Syafi’i.   
 
Kata Kunci: kerjasama, pertanian, dan mazhab Syafi’i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xvii 
 
ABSTRACT 
 
 Agung Wibowo, NIM: 152,111,214. Thesis of "SYSTEM FOR 
MUZA<RA’AH RESULTS IN MAZHAB SYAFI'I PERSPECTIVE (Case 
Study in Kedungdowo Village, Andong Subdistrict, Boyolali Regency, 
Central Java) In this study will be answered from the problems that have been 
formulated, namely How is the profit sharing system> ra'ah in determining the 
distribution of income in Kedungdowo Village, Andong District, Boyolali 
District? What is the perspective of the Syafi'i school of Muza> ra'ah profit-sharing 
system in Kedungdowo Village, Andong District, Boyolali District? 
This research is a field research based on a research report. This type of 
research used in this study is qualitative research. Qualitative research is a source 
of data that can be presented in a descriptive form that can explain the object of 
study under study. After the complete data is collected, the next step is data 
analysis. At this stage, the data is worked out, described, and analyzed in such a 
way as to successfully conclude the truths that can be used to answer the problems 
raised in the study. 
The results showed that there were three agricultural business systems in 
Kedungdowo Village, namely: the cooperation between the owner's business and 
the tenants, the farm laborer system, and the personal system. In the context of 
revenue sharing in cooperation in Kedungdowo village, Andong sub-district, 
Boyolali Regency uses a fair system, meaning that if there are profits in the 
business, these benefits can be shared between landowners and land tenants with 
the terms of distribution according to the agreement and costs incurred by each 
party. cooperate. The system of agricultural business cooperation undertaken by 
the Kedungdowo village community has largely referred to the teachings of the 
Shafi'i school. 
 
 Keywords : Cooperation, Agriculture, and Shafi'i school 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Allah menciptakan manusia saling membutuhkan satu sama lain, 
supaya saling tolong menolong yang menyangkut kehidupan masing-masing, 
baik dalam jual beli, sewa-menyewa dan kerja sama.
1
 Dengan cara demikian 
kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang 
lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut istilah 
muamalah. Sesuai deskripsi di atas, yang dimaksud dengan muamalah dalam 
perspekif Islam adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi 
manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-
mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha 
lainnya.
2
 
Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar 
penduduk Indonesia mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau 
bercocok tanam. Secara geografis Indonesia yang juga merupakan negara 
kepulauan memiliki potensi alam yang besar tidak hanya dalam bidang 
kelautan tapi juga dalam pengolahan pertanian. Potensi pertanian Indonesia 
yang tinggi salah satunya disebabkan wilayah Indonesia yang memiliki 
wilayah daratan sepertiga dari luas keseluruhan ini dilewati barisan 
pengunungan dunia. Hal ini menyebabkan wilayah daratan Indonesia sangat 
                                                             
1
 Abubakar Muhammad, Fiqih Islam, terjemahan Fat-hul Qarib/Al-Allamah Syekh Abdullah 
Muhammad bin Qasam Asy-Syafi’I, (Surabaya: Karya Abditama, 1995),.hlm. 178 
 
2
 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo, 1998), hlm,. 278 
2 
 
 
 
 
 
 
subur. Kondisi alam yang demikian memberikan peluang bagi sebagian besar 
masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian 
maupun yang berkaitan dengan pertanian. Itulah mengapa selain disebut 
sebagai sebagai negara maritim, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. 
Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang 
dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, 
atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
3
 Sebagian 
besar penduduk Indonesia hidup dari hasil bercocok tanam atau petani. 
Pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam 
kesejahteraan penduduk Indonesia. 
Dalam Islam terdapat beberapa bentuk kerja sama khusunya dalam 
pertanian, diantaranya adalah musaqah, muza>ra’ah, mukhabarah. Muza>ra’ah 
adalah akad kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan 
petani penggarap yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada 
si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu 
sesuai kesepakatan.
4
 Muza>ra’ah merupakan suatu akad kerja sama dalam 
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bidang pertanian yang cukup membantu bagi beberapa pihak terutama bagi 
orang yang tidak memiliki pekerjaan tetapi mau dan mampu bekerja.
5
 
Dalam hukum Islam, model kerjasama pengelolaan sawah ada dua, 
yaitu muza>ra’ah dan mukhabarah. Menurut Dharin Nas, Al-syafi’i 
berpendapat bahwa mukhabarah adalah menggarap tanah denagan apa yang 
dikeluarkan  dari  tanah  tersebut.  Sedangkan   muza>ra’ah adalah seorang 
pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasikan dari tanah tersebut.
6
 
Kerja sama dalam bentuk muza>ra’ah menurut kebanyakan ulama fiqh 
hukumnya boleh (mubah).
7
 Dasar kebolehannya itu dapat dipahami dari 
keumuman firman Allah yang menyuruh saling tolong menolong antara 
sesama manusia. Ulama mazhab Maliki, Hambali dan imam Nawawi 
berpendapat akad muza>ra’ah ini cukup jelas, yaitu ada kerja sama antara 
pemilik lahan dengan petani sebagai pengelola. Namun sebagian ulama 
mazhab Syafi’i melarang muza>ra’ah karena modal tidak imbang atau tidak 
adil dan pembagian hasilnya juga dikhawatirkan tidak adil, maksud tidak adil 
adalah apabila bibit dan biaya perawatan dari pemilik tanah sedangkan 
penggarap hanya mengelola saja kemudian hasilnya dibagi setengah-setengah. 
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Dalam ajaran Islam sendiri, sektor pertanian mendapat perhatian yang 
cukup besar.Ini dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat Al Quran yang 
menyinggung tentang pertanian dan perkebunan, serta keutamaan-keutamaan 
bagi pelakunya.
8
 Ayat dan hadis tersebut antara lain:   
                          
                            
         
Artinya : “Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang 
menurunkan air untukmu dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu 
kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak 
mampu menumbuhkan pohon-pohonnya” (QS An-Naml : 60)9 
 
Ayat tersebut menerangkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan agar 
bersegera dalam melakukan suatu pekerjaan yang baik.Meski demikian, 
manusia harus sadar bahwa setiap usaha pada akhirnya Allah-lah yang 
menentukan hasilnya. Diterangkan pula bahwasanya bercocok tanam adalah 
pekerjaan yang mulia. Setiap buah yang dihasilkan dari bercocok tanam 
tersebut apabila dinikmati pihak lain akan bernilai pahala sedekah bagi 
pelakunya. 
Pada hakekatnya muza>ra’ah sama dengan muda>rabah karena keduanya 
merupakan kerjasama (partnership) antara pemilik tanah dengan penyewa 
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tanah (penggarap).
10
 Dalam hal ini pemilik tanah adalah shahib al maal karena 
ia memberi kontribusi tanah (dianalogikan dengan uang) sementara penggarap 
atau penyewa adalah muḍarib karena ia memberi kontribusi wirausaha atau 
tenaga. Sistem Muza>ra’ah ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem 
Ijarah (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. 
Sebab pemilik tanah biasa memperoleh bagian dari bagi hasil (Muza>ra’ah) ini, 
yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah 
tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, kalau 
ia mengalami kegagalan tanamannya. 
Dalam konsep Imam Syafi’i, Muza>ra’ah tergolong dalam dua katagori 
hukum, yakni Muza>ra’ah yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. 
Muza>ra’ah yang diperbolehkan adalah penyerahan ladang beserta tanamannya 
(kurma) oleh pemilik lahan/ladang, kemudian pemilik lahan memberi izin 
pada penggarap untuk menanami kurma diantara celah-celah pohon yang telah 
ada, dan penyiramannya mengikuti air yang mengalir pada pohon yang telah 
ada. Dan penggarap berhak atas buah dan ranting kurma yang ditanam sendiri. 
Jadi Muza>ra’ah yang diperbolehkan adalah apabila diikuti dengan Musaqah 
yakni kerjasama pemilik kebun/ladang dengan petani dalam mengelola 
pepohonan yang ada dikebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut 
kesepakatan bersama. Jadi akad Muza>ra’ah ini tidak berdiri sendiri, tetapi 
mengikut pada akad Musaqah (sewa tenaga). 
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Kemudian Muza>ra’ah yang tidak diperbolehkan oleh Imam Syafi’i 
adalah apabila pemilik lahan menyerahkan tanah kosong tanpa ada tanaman 
didalamnya, kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh penggarap dengan 
tanaman lain, kemudian pembagiannya 1/4 dan 1/3 atau setengah-setengah. 
Jadi kerjasama semacam ini tidak diperbolehkan karena modal tidak 
seimbang, yakni pemilik hanya menyerahkan tanah kosong, kemudian bibit 
dan perawatan dari penggarap, sementara hasilnya dibagi setengah-setengah 
atau sebaliknya pemilik tanah menanggung bibit dan perawatan tanah.
11
 Cara 
seperti ini tidaklah adil. Oleh sebab itu Imam Syafi’i melarang adanya 
Muza>ra’ah, karena modal tidak imbang atau tidak adil dan pembagian 
hasilnya juga dikhawatirkan tidak adil. Pembagian hasil panen harus 
ditetapkan dengan jelas persentasenya seperti penjelasan di awal tadi seperti 
separuh, sepertiga atau seperempat. Keuntungan yang diperoleh disyaratkan 
dalam bentuk ukuran angka persentase bukan dalam bentuk angka mutlak 
yang jelas ukurannya. Keuntungan yang diperoleh disyaratkan dalam bentuk 
ukuran angka persentase bukan dalam bentuk angka mutlak yang jelas 
ukurannya. Apabila bagian ditentukan dengan jumlah atau kadar timbangan 
tertentu, atau diharuskan dari hasil bagian tanah tertentu maka akad ini 
dianggap tidak sah. Perjanjian yang dibuat antara pemilik tanah dengan petani 
penggarap di Desa Kedungdowo dilakukan dengan cara yang sangat 
sederhana, yaitu berlangsung secara lisan dengan bertemunya pemilik lahan 
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dengan calon penggarap tanpa perlu menghadirkan saksi.
12
 Setelah segala hal 
disepakati maka petani dapat langsung menggarap tanah sesuai dengan yang 
telah dijanjikan. Perjanjian ini dilakukan atas dasar kepercayaan masing-
masing pihak dan menurut kebiasaan masyarakat setempat. 
Desa Kedungdowo adalah salah satu Desa di Kecamatan Andong, 
kabupaten Boyolali. Sistem kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian 
yang biasa digunakan oleh masyarakat Desa Kedungdowo mengharuskan 
pemilik tanah menanggung semua modal yang diperlukan selama kegiatan 
bercocok tanam, dari menyediakan lahan, benih, pupuk, alat-alat dan biaya 
perawatan lainnya sedangkan petani penggarap hanya sebagai pengelola 
modal yang bekerja menggarap lahan tersebut. Ada juga semua biaya di 
serahkan semua pada penggarap sawah.
13
 Hanya  saja,  persoalannya  tidak 
semua penduduk  di  sini   mempunyai    lahan  yang cukup  luas.  Dari  hasil 
kegiatan ekonomi kedua belah pihak ini hasilnya nanti akan dibagi,   sesuai 
dengan  mekanisme  pengolahannya  dan  kesepakatan  mereka  dan sesuai 
dengan sistem kerjasama yang dilakukan. 
Terkadang   keuntungan   yang   diperoleh   oleh   penggarap   itu   
tidak berbanding   dengan   usahanya. Padahal yang menentukan maju 
mundurnya suatu usaha adalah pengelola usaha.  Keadaan tersebut 
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memang tidak  adil karena hal tersebut berpengaruh pada bidang ekonomi dan 
sosial dalam masyarakat. 
Berkaitan dengan penjelasan di atas yang dikenal oleh masyarakat desa 
Kedungdowo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali merupakan bentuk 
kerja sama dalam bidang pertanian yang berkaitan dengan modal yang dalam 
hukum Islam disebut dengan istilah muza>ra’ah. Berdasarkan pertimbangan 
tersebut, maka diperlukan suatu penelitian terhadap mekanisme bagi hasil 
pengeloaan lahan pertanian di desa Kedungdowo yang merujuk pada konsep 
muza>ra’ah. Terkait dengan penelitian ini penulis memilih judul: Sistem Bagi 
Hasil Muza>ra’ah Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Desa 
Kedungdowo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah) 
B. Rumusan Masalah 
Sesuai latar belakang yang telah peneliti kemukakan, maka rumusan 
masalah yang diajukan untuk diteliti adalah : 
1. Bagaimana sistem bagi hasil muza>ra’ah  dalam menentukan 
pembagian pendapatan di Desa Kedungdowo, Kecamatan Andong, 
Kabupaten Boyolali? 
2. Bagaimana perspektif mazhab Syafi’i terhadap sistem  bagi hasil 
muza>ra’ah di Desa Kedungdowo, Kecamatan Andong, Kabupaten 
Boyolali? 
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C. Tujuan penelitian 
Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu, demikian juga dengan 
penelitian ini. Maka tujuan yang ingin dicapai adalah: 
1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil muza>ra’ah dalam menentukan 
pembagian pendapatan di Desa Kedungdowo, Kecamatan Andong, 
Kabupaten Boyolali. 
2. Untuk mengetahui sistem bagi hasil muza>ra’ah di Desa Kedungdowo, 
Kecamatan Andong, kabupaten Boyolali sudah sesui atau belum 
dengan perspektif mazhab Syafi’i. 
D. Manfaat Penelitian 
Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan hasil yang 
bermanfaat, sejalan dengan tujuan penelitian, yakni : 
1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi 
dalam rangka menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 
bagi hasil Muza>ra’ah. 
2. Secara praktis bahwa penelitian ini di harapkan dapat memberikan 
pemahaman yang utuh kepada masyarakat tentang bagi hasil 
Muza>ra’ah. 
E. Kerangka Teori 
Pada awalnya mulannya pertanian bagi hasil adalah bagi hasil yang 
dilaksanakan di bidang pertanian yang merupakan budaya perjanjian tertua 
dibidang pertanian. Objek perjanjian bagi hasil pertanian adalah hasil tanam 
10 
 
 
 
 
 
 
padi dan tenaga kerja petani.
14
 Pada dasarnya, transaksi bisnis yang menjadi 
inti dalam fiqh mu’amalah adalah transaksi bagi hasil. Dalam Isam, bagi hasil 
dalam pertanian dikenal dengan tiga istilah yaitu: Muza>ra’ah, mukhabarah, 
dan musaqah. 
Muza>ra’ah secara bahasa artinya mu’amalah terhadap tanah dengan 
memperoleh sebagian hasilnya.
15
 Secara Istilah Muza>ra’ah adalah akad kerja 
sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap 
dengan perjanjian bagi hasil panenyang jumlahnya menurut kesepakatan 
bersama.
16
 Muza>ra’ah merupakan suatu akad kerja sama dalam bidang 
pertanian yang cukup membantu bagi banyak pihak terutama bagi mereka 
yang tidak memiliki pekerjaan tapi mau dan mampu bekerja. 
Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan 
penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara keduannya 
menurut kesepakatan bersama, sedangkan biayadan benihnya dari penggarap 
tanah.
17
 
Musaqah adalah kerja sama antara pemilik kebun dan petani 
penggarap dengan tujuan agar kebun itu di pelihara dan dirawat sehinga 
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memberikan hasil yang maksimal. Kemudian hasil tersebut dibagi antara 
mereka kedua sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kerjasama dalam 
bentuk musaqah ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat 
tanaman, karena hasil yang diterimannya adalah upah yang telah pasti 
ukurannya dan bukan dari hasilnya belum tentu.
18
 
Pada umumnya, sistem bagi hasil yang dipakai dalam kerja sama 
penggrapan sawah itu melibatkan dua pihak yaitu pihak pemilik sawah dan 
penggarap sawah, dimana pelaksanaanya dilakukan dengan kesepakatan 
bersama sesuai dengan perjanjian yang tekah disepakati. Pelaksanaan sistem 
bagi hasil di kalangan petani yang ada di pedesaan, sebenarnya tidak hanya 
didasari untuk memenuhi kebutuhan secara matrerial saja berupa keuntungan 
tapi juga sebagai perekat komunitas dan kekerabatan mereka. 
19
   
Praktik pemnberian imbalan atau jasa seseorang yang menggarap 
sawah orang lain, dalam hukum Islam cenderung pada praktik Muza>ra’ah dan 
praktik Mukhabarah. Bentuk kerja sama Muza>ra’ah  adalah kerja sama antara 
pemilik sawah dan penggarap sawah dengan bagi hasil yang jumlahmya 
menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih tanaman berasal dari 
pemilik. Mukhabarah adalah kerja sama antara pemilik sawah dan petani 
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penggarap sawah menurut kesepaakatan bersama, sedanglan biaya dan 
benihnya dari penggrap.
20
 
Dalam pembahasan ini, sistem kerjasama penggarapan sawah diatur 
oleh aturan hukum fiqih muamalah yang dituntun oleh mazhab yang 
didalamnya berlandaskan   kepada   Al-Qur’an   dan   Hadits.   Dalam   
praktiknya   sistem kerjasama penggarapan sawah di Desa Kedungdowo 
seharusnya bertumpukan kepada aturan fiqih muamalah mazhab Syafi‟i, 
disamping terinterpretasi oleh hukum adat, hal itu dikarenakan masyarakat 
Desa Andong menganut mazhab Syafi’i. selanjutnya praktik kerjasama 
penggarapan sawah ini  yang  telah  terinprestasi oleh hukum adat dukaji dan 
di tinjau  menurut perspektif mazhab Syafi’i. 
F. Tinjauan Pustaka 
Sejauh pengamatan yang dilakukan penyusun, ada beberapa penelitian 
terdahulu yang membahas tentang kerjasama pengolahan sawah, diantaranya 
adalah : 
Penelitian yang dilakukan oleh Barokah Hasanah tentang “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengolahan Lahan Sawah di Desa 
Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis” yang menjelaskan 
tentang pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil lahan sawah dengan ketentuan 
pemilik lahan tidak memberikan biaya apapun dan tidak menanggung beban 
apapun, baik itu pupuk, bibit, maupun biaya-biaya lainnya. Namun pemilik 
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lahan mendapatkan bagian separuh dari hasil panen. Setelah dilakukan 
penelitian, Kesimpulannya adalah praktek bagi hasil pengolahan lahan sawah 
di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamisbelum sesui 
dengan hukum Islam karena akad yang digunakan belum memenuhi syarat-
syarat sahnya perjanjian. Kemudian dari segi etika bisnis praktik bagi hasil ini 
belum mencerminkan nilai keadilan karena pihak penggarap mendapat beban 
terbanyak yakni dari proses pengolahan sawah kemudian tenaga sampai 
oprasionalnya yang menanggung adalah penggarap, begitu juga saat terjadi 
gagal panen pihak penggaraplah yang menanggung semua kerugian. Tetapi 
dalam pembagian hasilnya tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang 
dikeluarkan penggarap. Dilihat dari kemaslahatan praktik ini baik karena 
tujuannya adalah memberi peluang pekerjaan kepada orang yang 
membutuhkan.
21
 
Skripsi Ubaidilah tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Wanakaya 
Kabupaten Cirebon)”.Skripsi ini membahas mengenai pandangan Hukum 
Islam terhadap konsep bagi hasil dan bagaimana praktik sistem bagi hasil. 
Kesimpuannya adalah dalam hal pembagian hasil, pemilik tidak mengetahui 
jumlah pengolahan lahan yang dia ketahui hanyalah dari bagi hasil tersebut, 
sehingga terjadi perseisihan. Namun permasalahn tersebut dapat diselesaukan 
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dengan musyawarah dan hal ini dibenarkan dengan adanya kerelaan kedua 
beah pihak. Perhitungan biaya pemeliharaan serta cara pengembalian moda 
dalam sistem paron pada praktek yang terjadi di Wanakaya, seluruh biaya 
yang dikeluarkan dalam masa pemeliharaan ditanggung oleh petani penggarap 
dan tidak dan tidak diperhitungkan pada masa pembagian keuntungan.
22
 
Skripsi Lara Harnita tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang 
Tonang, Sumatera Barat”. Skripsi ini membahas tentang sewa menyewa lahan 
pertanian dan upah sewa menyewa tersebut berupa hasil panen serta 
membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengolahan lahan 
pertanian tersebut. Kesimpulannya adalah akad kerja sama pengolahan lahan 
pertanian atau praktik ongkos pudi di Jorong kalabu nagari simpang Tonang 
sesuai dengan praktik akad Muza>ra’ah dan tidak bertentangan dengan huykum 
Islam. Tetapi ada beberapa aspek hukum Islam, yaitu dari segi pembagian 
hasil dan kewajiban para pihak.
23
 
Berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu di atas, ada yang hampir 
sama dengan penelitian yang akan penyusun susun, akan tetapi sebagian besar, 
bahkan semuanya merujuk kepada tinjauan hukum Islam secara keseluruhan. 
Berbeda dengan penelitian yang akan penyusun susun, tinjauan hukum lebih 
                                                             
22
 Ubaidilah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian (Studi 
Kasus Di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon) (Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan 
Kalijaga: Yogyakarta, 2003) 
 
23 Lara Harnita, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan lahan Pertanian di 
Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat (Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN 
Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2012) 
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di spesifikasikan terhadap pandangan mazhab Syafi‟i. selain itu dari sistem 
kerjasama penggarapan sawah yang dilakukanpun sedikit berbeda dengan 
sistem kerjasama yang penyusun teliti. Dilihat dari objek/ tempat 
penelitiannyapun belum ada yang sama yaitu di Desa Kedungdowo, 
Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Oleh karenanya permasalahan yang 
muncul juga berbeda dan mempunyai karakteristik tersendiri. 
G. Metode Penelitian 
Sebagaimanacara penulisan karya ilmiah, dalam penelitian ini akan 
diuraikan beberapa hal untuk mengungkap masalah atau fenomena yang ada 
atau terkait pada objek yang akan dikaji. Beberapa hal yang terkait dengan 
langkah - langkah dalam penelitian sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam 
melakukan penelitian ini dari segi metode menggunakan sintesis antara 
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
24
 
2. Sumber Data 
Penelitian ini memerlukan banyak sekali data yang telah dibagi 
menjadi dua yaitu data primer dan sekunder.
25
 Data primer merupakan 
data yang diperoleh dari sumber data langsung terutama yang menyangkut 
faktor penyebab, konteks sosial politik, persepsi, praktik, agenda, dan juga 
                                                             
24
 Husain Usman dan Parmono Setiady Akbar, Metodologi Penelitian sosial, cet. IV 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 81. 
25
 Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2013), 
hlm. 129. 
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dinamika Agana Islam di kalangan masyarakat di desa Kedungdowo, 
Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Data primer ini diperoleh 
melalui wawancara mendalam dan pengamatan. Dan data sekunder bisa 
berupa informasi yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal, brosur, 
internet dan publikasi lainnya. 
3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Kedungdowo, Kecamatan 
Andong, Kabupaten Boyolali. Adapun waktu penelitian adalah sekitar  50 
hari, yaitu mulai 29 April sampai 20 Juni 2019. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara   
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data 
yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang 
diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu 
untuk dijawab pada kesempatan lain.26 
Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara langsung kepada 
pihak-pihak terkait yaitu melakukan praktik bagi hasil Muza>ra’ah di 
desa Kedungdowo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali Jawa 
Tengah. Pihak-pihak yang diwawancarai antara lain : Perangkat Desa, 
petani penggrap, pemilik tanah. 
 
                                                             
26
 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, 
(Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138. 
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b. Dokumentasi   
Yaitu mencari Sumber data dalam hal atau variabel yang 
berupa catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, presensi, notulen 
rapat, dan sebagainya, yang berhubungan dan mempunyai relevansi 
dengan masalah-masalah yang diteliti.
27
 Metode ini digunakan untuk 
mendapatkan data atau melengkapi data yang kurang lengkap dari hasil 
wawancara. 
5. teknik Analisis Data   
Analisis data adalah untuk memperjelas dan menyusun data yang 
diperoleh mealui penelitian. Dalam mengolah dan menganalisis data, 
penyusun menggunakan analisis kualitatif yakni menganalisis seluruh data 
yang sudah terkumpul.
28
 Kemudian diuraikan dalam kesimpulan dengan 
metode induktif, yaitu dengan menerapkan permasalahan praktik bagi hasil 
Muza>ra’ah di Desa Kedungdowo, Kecamatan Andong, Kabupaten 
Boyolali Jawa Tengah untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat 
khusus ke dalam teori-teori bagi hasil Muza>ra’ah, nash-nash, kesimpulan 
induktif itu dikaji dengan pandangan imam Syafi’i, yaitu sesuai atau tidak 
praktik bagi hasil di Desa Kedungdowo, Kecamatan Andong, Kabupaten 
Boyolali dengan ketentuan-ketentuan praktik bagi hasil Muza>ra’ah 
menurut imam Syafi’i.  
                                                             
27 Sugiyono, Metode Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. (Bandung : CV 
Alfabeta, 2015), hlm. 156 
 
28
 Ibid,. Hlm. 244 
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H. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran komprehensif berkenaan dengan 
penelitian ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:  
BAB I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi, 
sistematika pembahasan, dan daftar pustaka. 
BAB II berisi landasan teori, gambaran umum tentang muza>ra’ah yang 
meliputi pengertian muza>ra’ah, dasar hukum muza>ra’ah, rukun muza>ra’ah, 
syarat muza>ra’ah, berakhirnya muza>ra’ah dan hikmah muza>ra’ah. 
BAB III memuat tentang deskripsi data penelitian yang terdiri dari 
gambaran tentang Desa Kedungdowo, Kecamatan Andong, Kabupaten 
Boyolali dan praktek muza>ra’ah di Desa Kedungdowo, Kecamatan, Andong 
Kabupaten Boyolali. 
BAB IV berisi tentang analisis praktek muza>ra’ah di Desa Kedungdowo, 
Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali dengan perspektif Mazhab Syafi’i. 
BAB V merupakan penutup berisikan kesimpulan dan saran. 
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BAB II 
MUZA>RA’AH DAN KONSEP MUZA>RA’AH PERSPEKTIF MAZHAB 
SYAFI’I 
A. Muza>ra’ah 
1. Pengertian Muza>ra’ah 
Menurutbahasa, al- Muza>ra’ah berarti Tharh al-zur‟ah (melemparkan 
tanaman), Muza>ra’ah memiliki dua arti yang pertama al- Muza>ra’ah yang 
beratri al-zur‟ah maksudnya adalah modal (al-budzar). Makna 
yangpertama adalah makna majaz, makna yang kedua adalah al-inbat 
yang berarti menumbuhkan. 
1
 
Secara etimologis Muza>ra’ah adalah kerja sama dalam penggarapan 
tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang di hasilkan. Maknanya 
disini adalah pemberian tanah kepada orang yang akan menanaminya 
dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi tertentu dari apa yang 
dihasilkan, sesui dengan kesepakatan kedua belah pihak. 
2
  
Muza>ra’ah adalah akad transaksi kerja sama pengolahan pertanian 
antara pemilik lahan dan pengarap dimana pemilih lahan memberikan 
                                                 
1
 Hadi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013), hlm,. 153 
 
2
 Said Sabiq, Fiqih Snnah  jilid  v, Terj. Abu Aulia dan Syauqina, (Jakarta: Republika, 
2018), hlm. 103 
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lahan pertanian dan bibit kepada pengarap untuk menanami dan 
memelihara dengan imbalan pembagian tertantu dari hasil panen. 
3
  
Menurut para ulama ada yang berpendapat bahwa Muza>ra’ah sama 
dengan Mukhabarah, menurut Hanafiah mukhabarah dan Muza>ra’ah 
hampir tidak bisa dibedakan, Muza>ra’ah menggunakan kalimat bi ba‟d 
al-kharij min al-ard  sedangankan dengan mukhabarah menggunakan 
kalimat bi ba‟d ma yakhruju min al-arad, menurut hanafiah belum di 
ketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiah.
4
 Kemudian 
menurut Imam syafi‟i muza>ra’ah adalah menyewakan tanah dengan apa 
yang akan dihasilkan nantinya, baik sepertiga, seprempat, lebih sedikit 
atau lebih banyak.    
Dari   defenisi   yang   dikemukan   para   ulama   tersebut   dapat   
diambil intisarinya bahwa muza>ra’ah adalah salah satu akad kerja sama 
antara dua orang, di mana pihak pertama yaitu pemilik tanah 
menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu pengelolah untuk 
dikelola sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi antara mereka 
dengan pertimbangan seperdua, sepertiga, dua pertiga atau lebih kecil 
lebih besar sesuai dengan kesepakatan mereka.
5
 
 
                                                 
3
 Madani,  Fiqh Ekonomi Syari‟ah, (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2012), hlm. 
240 
4
 Hadi Suhendi, Fiqih Muamalah)..., hlm,. 153 
 
5
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 394 
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2. Dasar Hukum Muza>ra’ah 
Kerja sama dalam bentuk muzāra‟ah menurut kebanyakan ulama fiqh 
hukumnya   mubah   (boleh).   Dasar   kebolehannya   itu,   dapat   
dipahami   dari keumuman firman Allah yang menyuruh saling 
tolong-menolong, yaitu dalan surat Al-Ma‟idah ayat 2: 
                         
            
Atinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 
Amat berat siksa-Nya”(Al-Ma‟idah Ayat 2)6 
Dalam  ayat  ini  Allah  SWT  memerintahkan  hamba-Nya  yang  
beriman untuk saling membantu dalam melakukan perbuatan baik dan 
itulah yang disebut dengan kata al-birr dan meninggalkan kemungkaran 
yang merupakan maksud dari kata takwa.
  
Manusia diperintahkan hidup 
bertolong-tolongan dalam membina al-birru, yaitu segala ragam maksud 
yang baik dan berfaedah, yang didasarkan kepada menegakkan takwa, 
yaitu mempererat hubungan dengan Tuhan. Dan Allah SWT  melarang  
mereka  saling  mendukung  dalam  kebatilan  dan  bekerjasama dalam 
perbuatan dosa dan perkara haram.
 
Manusia dilarang bertolong-tolongan 
                                                 
6
 Depatemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya, jilid 2, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 
hlm. 349 
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atas berbuat dosa dan menimbulkan permusuhan dan menyakiti sesama 
manusia.
7
 
Akad muza>ra’ah ini bertujuan untuk saling membantu antara petani 
dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk 
mengerjakan tanahnya, sedangkan ada orang lain yang tidak mempunyai 
lahan petanian namun ia mampu merawat dan mengurusnya. Oleh sebab 
itu, adalah wajar apabila antara pemilik tanah berkerjasama dengan 
petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi sesuai 
dengan kesepakatan bersama. Jadi muza>ra’ah merupakan suatu jenis 
pekerjaan yang dibolehkan demi kebaikan kedua belah pihak. 
Kebolehan muza>ra’ah juga diperkuat oleh hadis Nabi dari Abdullah 
Ibnu Umar r.a menurut riwayat muslim yang mengatakan: 
ْْوٌْ َأ َْوَماَع َْمَّيَض َ   ًْ ٍْ َيَع ْ الل ىَّيَص ْهالل َْه ُْ هضَر ََّْنأ :اَمهٍْىَع ْهالل ًَْ  ضَر َْرَم هع  ْهبْا  ْهَع  
(ميطم ياَر)  ْعْرَز  ْرَمث َْ  َْأ ْْه  م َاٍْى  م ْهج هرْخٌ َ  اَم  ْرْطَش ب ََْربٍْ َخ 
Artinya: Dari Nafi‟ bahwa Abdullah bin Umar mengabarkan 
kepadanya, Sesungguhnya Nabi SAW memberikan (tanah) penduduk 
Khaibar untuk dikelola dengan bayaran separuh hasilnya yang 
berupa buah-buahan atau tanaman. (HR. Muslim)
8
 
                                                 
7
 Muhammad Nasib ar-Rifai, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3, (Jakarta: Gema 
Insani, 2003), hlm. 45 
8
 Abu Abdillah al-Bukhary, Sahih al-Bukhari, Juz 3, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 
H/1990M), hlm. 104. 
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Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh 
Nabi dengan petani Khaibar adalah kerjasama dalam pengelolaan 
tanah/lahan, bukan upah mengupah dengan pekerja tani dan bukan pula 
sewa menyewa tanah dengan pemilik tanah, karena sewa menyewa atau 
upah mengupah dalam muamalah harus jelas dan pasti nilainya, bukan 
dengan hasil yang belum pasti. Ulama yang mengatakan tidak boleh 
muamalah dalam bentuk muza>ra’ah berpendapat bahwa muamalah  yang  
dilakukan  Nabi  ini  adalah  upah  mengupah  dengan  petani 
penggarap dan sewa tanah dengan pemilik tanah.
9 
Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu 
Yusuf, Muhamad ibn Hasan asy Syaibani, keduanya sahabat Abu 
Hanifah dan ulama azh-Zhahiriyah berpendapat bahwa muza>ra’ah 
hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas, yaitu menjadikan petani 
sebagai serikat dalam penggarapan sawah.
34 
Hal ini juga menutupi celah-
celah kebutuhan, sebab terkadang ada orang yang memiliki lahan namun 
tidak memiliki keahlian dan pengalaman di dunia pertanian, sedangkan di 
lain pihak ada orang yang tidak memiliki lahan namun memiliki keahlian 
dan pengalaman di dunia pertanian. Sehingga jika kedua orang tersebut 
bekerjasama, maka hal itu bisa memberikan dan menciptakan 
keuntungan. Praktek dan fatwa dalam masalah ini menurut ulama 
Hanafiyah adalah memakai pendapat kedua rekan Imam Abu Hanifah ini, 
                                                 
9
 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 241 
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karena akad seperti itu memang dibutuhkan dan ini adalah pendapat yang 
rājih.10 
Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa akad al-muzara‟ah tidak 
sah, kecuali apabila al-muzara'ah mengikut pada akad al-musaqah 
(kerjasama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan 
yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan 
bersama). Misalnya, apabila terjadi kerjasama dalam pengolahan 
perkebunan, kemudian ada tanah kosong yang boleh dimanfaatkan untuk 
al-muzara'ah (pertanian), maka, menurut ulama Syafi'iyah, akad al-
muzara'ah boleh dilakukan. Akad ini tidak berdiri sendiri, tetapi 
mengikut pada akad al-musaqah. 
Para pengikut mazhab Syafi‟i tidak membolehkan muza>ra’ah menurut 
mereka objek akad dalam muza>ra’ah belum ada dan tidak jelas kadarnya. 
Karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang 
belum ada dan tidak jelas ukurannya, sehingga keuntungan yang akan 
dibagi sejak semula tidak jelas. Bisa saja pertanian itu tidak 
menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil 
kerjanya. Objek akad yang bersifat tidak ada dan tidak jelas yang 
menjadikan akad ini tidak sah.
11  
Kecuali akad tersebut diikuti dengan 
akad muza>ra’ah dengan syarat penggarap adalah orang yang sama. 
                                                 
10
 Nasrun Haeroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 277 
11
 M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,  ( Jakarta: PT. Raja 
GrafindoPersada, 2004), hlm. 273 
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Ulama Syafi‟iyyah juga mensyaratkan adanya kesinambungan kedua 
pihak dalam kedua akad  (musaqah  dan  muza>ra’ah)  yang  mereka  
langsungkan  tanpa  adanya  jeda waktu. Akad muza>ra’ah sendiri tidak 
diperbolehkan mendahului akad musaqah.
12
 Jadi  jika  di  dalam  sebuah  
tanah  yang  di  musaqah-kan  terdapat  lahan-lahan kosong, maka sah 
melakukan akad muza>ra’ah atas lahan-lahan kosong yang terdapat di 
antara pohon-pohon tersebut bersamaan dengan akad musaqah. 
Bentuk muza>ra’ah yang tidak diperbolehkan adalah muza>ra’ah dengan 
perjanjian bahwa bagian yang ini hasilnya bagi pemilik tanah dan bagian 
yang di sana bagi penggarap. Demikian pula tidak boleh bagi pemilik 
tanah untuk mengatakan,   “Aku   memperoleh   darinya   tanah   ini   
sekian   dan   sekian”. Diriwayatkan dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi‟ 
bin Khudaij ia berkata, “Dua oarang pamanku bercerita kepadaku bahwa 
dahulu mereka pernah menyewakan tanah di zaman Nabi SAW dengan 
memperoleh hasil dari apa yang tumbuh di atas Arbu‟a (yaitu sungai 
kecil) atas sesuatu yang dikecualikan oleh pemilik tanah, maka Nabi 
SAW melarang akan hal tersebut”. Jadi muza>ra’ah dengan model ini 
dilarang karena adanya unsur mengadu peruntungan.
13
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 Wahbah  Zuhaily,  Fiqih  Imam  Syafi‟i  (Terj.  Muhammad  Afifi  dn  Abdul  Hafiz), 
(Jakarta: al-Mahira, 2010), hlm. 298 
13
 Abdul Azhim bin badawi  Al-Khalafi, Panduan Fiqh Ringkas, (Bogor: Pustaka 
IbnuKatsir, 2006), hlm. 30 
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3. Rukun-rukun dan syarat Muza>ra’ah 
Dalam menyikapi dibolehkannya kerjasama muza>ra’ah ini, maka 
harus ditentukan pula rukun muza>ra’ah sebagai berikut: 
a. „aqid, yaitu pemilik tanah dan pengelolah 
b. ma‟qud „alaih atau objek akad 
c. Ijab  dab  qabul.  Meskipun  cukup  dengan  lisan  saja,  akan  tetapi 
sebaik-baiknya di buat juga dalam surat perjanjian yang dibuat 
dan disetujui bersama, termasuk juga bagi hasilnya.
14
 
Menurut Hanafiah, rukun Muza>ra’ah ialah akad, yaitu ijab dan kabul 
antara pemilik tanah dan pekerja, secara rinci, jumlah rukun-rukun Muza>ra’ah 
menurut Hanafiah ada empat, yaitu 
15
 
a. Tanah 
b. Pebuatan pekerja 
c. Modal 
d. Alat-alat menanam 
Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut.  
a. Syarat yang bertalian dengan „aqidain, yaitu harus berakal. 
b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya 
penentuan macam apa saja yang akan ditanam. 
c. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu :  
                                                 
14
 Ali Imran Sinaga, Fikih Taharah, Ibadah, Muamalah (Bandung: Citapustaka  Media 
Perintis, 2011), hal. 180 
15
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., hlm. 159 
27 
 
1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya 
(presentase ketika akad) 
2) Hasil adalah milik bersama 
3) Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis yang 
sama. Misalnya dari kapas, bila malik bagiannya padi 
kemudian amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak 
sah. 
4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat di ketahui 
5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan 
mu‟lum. 
1. Hal yang berhubungan tanah yang akan ditanami, yaitu : 
a. Tanah tersebut dapat ditanami  
b. Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya 
2. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah :  
a. Waktunya telah ditentukan  
b. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman 
dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 
bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk 
kebiasaan setempat) dan  
c. Waktu tersebut memungknkan dua belah pihak hidup 
menurut kebiasaan.  
3. Hal yang berkaitan dengan alat-alat Muza>ra’ah, alat-alat 
tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya 
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dibebankan kepada pemilik tanah. Abu Yusuf dan Muhammad 
(sahabat abu hanifa), berpendapat bahwa Muza>ra’ah memiliki 
beberapa syarat: 
16
 
a. Orang yang melangsungkan aqad harus seorang 
mumayyiz.  
b. Tanah yang ditanami adalah tanah yang produktif 
dan dipastikan dapat menghasilkan. 
c. Tanaman yang dihasilkan harus jelas, jenis dan 
ukurannya, sewaktu tyerjadi akad sehingga ketika 
akan dibagi kepada kedua belah pihak tidak terjadi 
peselisihan. 
d. Pembagian hasil tanaman harus menyeluruh 
diantara dua orang yang akan melangsungkan akad. 
e. Alat bercocok tanam harusdikaitkan dengan akad, 
apakah akan menggnakan tradisional atau modern. 
f. Muza>ra’ah harus menetapkan waktu. 
Ulama syafi‟iyah tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh 
kedua aqid dalam mujara‟ah yang mengikuti atau berkaitan dengan 
musyaqah. Mereka berpendapat mujara‟ah adalah pengelolaan tanah atas apa 
yang keluar dari bumi, sedangkan benihnya dari pemilik tanah. 
17
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4. Bentuk-Bentuk akad Muza>ra’ah 
Terdapat empat bentuk muza>ra’ah menurut Abu Yusuf dan Muhammad 
bin Hasan, yang merupakan ahli fiqh dan dua murid Imam Abu Hanifah, tiga 
diantaranya termasuk akad shahih dan satu lainnya akad bathil. 
1. lahan dan benih dari pemilik tanah sedangkan pengerjaan lahan dan  
peralatan  dari  petani,  maka  muza>ra’ah   seperti  ini  
diperbolehkan   dan hukumnya sah karena yang menjadi objek 
muza>ra’ah adalah jasa petani. Di sini pemilik tanah dan benih seakan-
akan bertindak sebagai penyewa kepada si penggarap. Adapun hewan 
(peralatan) adalah bagian yang tak terpisahkan dari pihak penggarap. 
Karena  hewan (peralatan) adalah wasilah untuk bekerja.
18
 
2. pemilik tanah hanya menyediakan lahan saja, sedangkan peralatan, 
benih dan pengerjaan lahan dari petani, maka muza>ra’ah seperti ini juga 
diperbolehkan dan yang menjadi objek muza>ra’ah adalah manfaat lahan. 
Di sini penggarap tanah seakan-akan menjadi penyewa tanah dengan 
keuntungan pembagian hasil yang akan dipanen nanti. 
3. Lahan,   peralatan   dan   benih   dari   pemilik   tanah   sedangkan 
pengerjaan lahan dari petani, maka muza>ra’ah seperti ini juga 
diperbolehkan. Di sini  pemilik  tanah  seakan-akan  bertindak  sebagai  
                                                 
18
 M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam..., hlm. 227 
30 
 
penyewa  pekerjaan  petani dengan pembagian hasil yang disepakati 
kedua pihak.
19
 
4. Tanah dan peralatan disediakan pemilik tanah sedangkan benih dan 
pengerjaan lahan dari penggarap, maka muza>ra’ah seperti ini tidak 
diperbolehkan.
20 
Ini termasuk akad yang fasid. Apabila kita kiaskan 
akad muza>ra’ah dengan akad sewa tanah, maka syarat adanya peralatan 
kepada pemilik tanah dapat merusak akad sewa (ijarah). Karena tidak 
mungkin untuk menjadikan peralatan bagian dari tanah sebab adanya 
perbedaan manfaat antara keduanya. Dengan kata lain bahwa manfaat 
peralatan bukan termasuk jenis manfaat yang ada dalam pemanfaatan 
tanah itu sendiri. Tanah berfungsi sebagai lahan untuk bercocok tanam 
sedangkan peralatan berfungsi untuk bekerja dan mengolah tanah. Jadi 
ada perbedaan fungsi dan kegunaan antara peralatan dengan tanah. Dan 
seandainya akad tersebut diasumsikan akad memperkerjakan 
penggarap, maka benih yang disediakan penggarap merusak akad. 
karena tidak dimungkinkan pihak yang diperkerjakan harus 
menyediakan bibit.
21 
Berdasarkan hal ini, maka tidak sah akad muza>ra’ah jika ada 
ketentuan fasilitas  peralatan  untuk  menggarap  lahan  atau  pekerjaan  
menggarap  lahan menjadi tanggung jawab pihak pemilik lahan. 
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Perjanjian dengan sistem muza>ra’ah sah   apabila   tidak   seorangpun   
yang   dikorbankan   haknya,   dan   tidak   ada pemanfaatan secara 
tidak adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, dan tidak boleh 
ada syarat-syarat yang sejenisnya  yang dapat menimbulkan 
perselisihan antara kedua pihak dan tidak satupun syarat yang tidak 
diberi ketetapan pada saat perjanjian  itu  berlangsung  yang  mungkin  
membahayakan  hak  salah  satu  atau kedua pihak. 
5. Hikmah Muza>ra’ah 
Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti sapi, 
kambing, dan lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk 
mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. 
Sebaliknya banyak di antara manusia mempunyai swah, tanah, ladang, 
yang layak untuk ditanami, tetapi ia tidak memiliki binatang untuk 
mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat 
untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan 
tidak dapat menghasilkan suatu apapun.
22
 
Muza>ra’ah dan Mukhabarah disyari‟atkan untuk menghindari 
adanya pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena 
tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga 
dibiarkan tidak diproduksikan karena tidak ada yang mengelolanya. 
Muza>ra’ah dan Mukhabarah  terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal 
lainnya yang bersifat teknis disesuaikan denhgan syirkah yaitu konsep 
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bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-
masing pihak dengan tujuan saling menguntungkan.
23
 
6. Berakhirnya Muza>ra’ah 
Akad muza>ra’ah memiliki batas waktu, di mana akad ini tidak 
berlaku selamanya. Apabila akad muza>ra’ah berakhir sebelum masa 
panen, akad muza>ra’ah tersebut  tidak  dibatalkan  dan  ditunggu  
sampai  masa  panen.
24
 Ada  beberapa keadaan yang membuat akad ini 
berakhir, yaitu: 
a. Berakhirnya waktu akad 
Akad muza>ra’ah berakhir apabila masa akad telah selesai 
dan tanaman sudah membuahkan hasil kemudian hasil tersebut 
juga sudah dibagikan kepada masing-masing pihak. Jika masa atau 
jangka waktunya sudah habis, tanaman pun sudah mencapai usia 
panen, hasilnya pun dibagi di antara kedua belah pihak sesuai 
kesepakatan, maka disini tidak ada masalah lagi dan akad pun 
berakhir secara  normal  tanpa  menyisakan  apa-apa. Namun  
jika akad  telah  selesai sedangkan   tanaman   belum   
membuahkan   hasil, akad   tersebut   harus   tetap dilanjutkan 
sampai tanaman tersebut berbuah dan bisa dibagikan hasilnya.
25  
Hal ini untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan kedua belah 
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pihak, jika akad tersebut langsung berakhir maka kedua belah 
pihak tidak mendapatkan hasil. 
b. Salah seorang yang berakad meninggal. 
Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hanabilah, jika ada salah 
satu pihak yang meninggal dunia baik meninggalnya itu terjadi 
sebelum proses penanaman maupun setelahnya, baik tanamannya 
sudah mencapai masa panen maupun belum, maka akad 
muza>ra’ah berakhir atau menjadi batal.26 Sedangkan menurut 
ulama mazhab Syafi‟i dan Maliki akad muza>ra’ah tersebut tidak 
berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya. 
c.  Adanya udzur 
Menurut ulama Hanafiyah udzur tersebut dapat berupa tanah 
garapan tersebut terpaksa dijual karena pemilik lahan memiliki 
hutang atau penggarap tidak dapat mengelola tanah dikarenakan 
sakit, jihad dijalan Allah SWT, dan naik haji. Maka selama 
penggarap belum menggarap lahan, ia masih dapat menfasakh 
akad tersebut.
27  
Ulama Hanafiyyah menetapkan bahwa jika yang 
ada hanya baru akad semata, maka pihak yang mengeluarkan bibit 
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tidak terikat atau tidak berkeharusan  untuk  melanjutkan  dan  
merealisasikan  akad  muza>ra’ah  tersebut. 
7. Konsep Bagi Hasil Muza>ra’ah 
Bagi hasil merupakan masalah yang sangat penting dalam konsep 
kerja sama. Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang 
meliputi tata cara pembagian  hasil  usaha  antara  penyedia  dana  dan  
pengelola  dana.
28
 Sedang menurut terminologi asing bagi hasil dikenal 
dengan profit sharring. Profit sharring dalam kamus ekonomi diartikan 
pembagian laba. Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam 
perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal 
(shahibul mal) dan pengelola (Mudharib).
29
  
Dalam praktek yang sudah menjadi tradisi masyarakat petani di 
perdesaan cara  bagi  hasil  yang  dipakai  sangat  bervariasi  ada  yang  
mendapat  setengah, sepertiga ataupun lebih rendah dari itu. Hal ini 
tidak lain dikarenakan mengikuti apa yang telah dilakukan pada 
zaman Rasulullah SAW. Seperti hadis dari Jabir yang  diriwayatkan  
oleh  Bukhari  menyatakan  bahwa  bangsa  Arab  senantiasa 
mengoleh tanahnya secara muza>ra’ah   dengan rasio bagi hasil 
1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2.
30
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Menurut jumhur ulama bagi hasil memiliki syarat-syarat yang 
harus dipenuhi. Terutama menyangkut kejelasan dalam bagi hasil, 
maksud kejelasan di sini adalah jelas dalam hal apa yang akan dibagi 
dan bagian-bagiannya. Kejelasan ini sangat diperlukan untuk 
menghindari adanya perselisihan. Hasil dari kerja sama tersebut 
statusnya merupakan milik bersama antara kedua pihak tanpa boleh 
adanya pengkhususan. Pembagian hasil panen juga harus ditentukan di 
awal akad seperti, setengah, sepertiga atau seperempat, dan 
penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secaras 
mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja atau satu karung, karena 
kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau jauh 
melampaui jumlah tersebut.
31
 
Menurut A. Hamid Sarong ada beberapa hal yang berkaitan 
dengan perolehan hasil tanaman, yaitu: 
a. Bagian masing-masing pihak harus disebutkan persentasenya 
ketika akad. 
b.  Hasil adalah milik bersama. 
c. Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang 
sama. 
d.  Bagian kedua belah pihak sudah diketahui. 
e. Tidak disyaratkan bagi salah satu penambahan yang ma‟lum.32 
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Bagi hasil merupakan masalah yang sangat sensitif, karena hal ini 
menyangkut hak orang lain di mana jika kita mengambil hak tersebut 
maka akan berdosa. Ada beberapa hal yang dapat merusak akad 
muza>ra’ah ini, seperti apabila bagian pemilik ditentukan dengan kadar 
timbangan tertentu atau diharuskan dari hasil bagian tanah tertentu dan 
sisanya untuk pengelola, maka muza>ra’ah yang seperti ini batal dan 
tidak sah. Sebab, terdapat unsur gharar dan berpotensi menyebabkan 
perselisihan.
33
  
Allah  memerintahkan  manusia  untuk  berbuat  adil.  Adil  
dalam  islam didefinisikan sebagai tidak mendzalimi dan tidak 
didzalimi. Keadilan merupakan kunci bagi maqasid syari‟ah, dan tidak 
akan wujud suatu masyarakat Islami jika masih belum ditegakkannya 
keadilan. 
63 
Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap 
adil tidak boleh dilakukan oleh manusia, karena hal tersebut sama 
dengan   kezaliman,   seperti   riba,   timbangan   yang   tidal   adil,   
eksploitasi, penangguhan pembayaran utang bagi yang mampu dan 
segala perilaku yang salah sehingga menjadikan seseorang tidak 
memenuhi tugasnya.
 
Tanpa keadilan manusia akan terkelompok-
kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan 
mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia 
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atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih 
besar dari usaha   yang  dikeluarkannya  karena  kerakusannya.
34
 
B. Konsep Muza>ra’ah Perspektif Mazhab Syafi’i 
Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi‟i menjelaskan pendapat tentang 
muza>ra’ah. Dimana ia telah melarang adanya praktek muza>ra’ah. 
Tentunya dengan faktor atau alasan yang menyebabkan beliau tidak 
membolehkan praktek tersebut. Muza>ra’ah kadang disebut juga dengan 
al-mukhabarah (berasal dari kata al-khaibar, yang berarti tanahn yang 
subur). Menurut Imam Syafi‟i Muza>ra’ah adalah menyewakan tanah 
dengan apa yang akan dihasilkan nantinya, baik sepertiga, seperempat, 
lebih sedikit atau lebih banyak.  
Mengenai praktek mukhabarah/ Muza>ra’ah, Imam Syafi‟i telah 
melarangnya. Beliau berpijak pada sumber hadists Ibnu Umar r.a yang 
di kutip oleh al-Mawardi dalam kitab “al-khaway al kabir”:  
 ْةََرباَخ همْىا  ْهَع َىٍَو َْمَّيَض َ   ًْ ٍْ َيَع اللىَّيَص  ْ الل ُْْ هضَرَْه  ََّْنأ  
Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW melarang praktik 
mukhabarah”35 
 
Jadi Imam Syafi‟i melarang adanya praktek Muza>ra’ah, karena 
Nabi Muhammad SAW telah melarang praktek mukhabarah. Dimana 
mukhabarah ini searti dengan Muza>ra’ah. Hanya saja berbeda dalam 
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hal asal mula benihnya. Mukhabarah benihnya berasal dari pemilik 
tanah. Dan Imam Syafi‟i menyamakan antara keduanya (Muza>ra’ah 
dan Mukhabarah). Sebenarnya banyak hadits yang secara jelas 
menunjukkan larangan praktek Mukhabarah (Muza>ra’ah) meskipun 
ada juga hadits-hadits lain yang membolehkannya. Imam Syafi‟i 
memilh hukum yang melarang karena beberapa hal yaitu sebagai 
berikut:  
1. Hadist tersebut di atas yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar 
secara jelas melarang praktik Mukhabarah. Sebagaimana 
kitagtahu bahwa Mukhabarah adalah mkenyewa/menyewakan 
tanah kosong dengan imbalan bagian tertentu dari hasil 
pengolahan tanah tersebut. Jadi jelas sekali hadits tersebut 
melarang Mukhabarah dengan pembagian 1/3, 1/2, 1/4, atau 
bagan tertentu, karena bagian-bagian tersebut (imbalan) tidak 
jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.
36
 
2.  Meskipun dalam Musaqah dan Muza>ra’ah ada persamaan, 
yatu bagi pekerja berhak mendapatkan bagian dari hasil kurma 
atau tanah yang di garapnya. Namun keduanya juga ada 
perbedaan bahwa Musaqah, pohon kurma atau tanaman sudah 
ada sejak semula (sebelum transaks)vdan dapat di ketahui 
bahwa pada umumnya bisa menghasilkan buah. Sementara 
pada Muza>ra’ah tanahnya masih kosong tanpa tanaman 
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(sebelum terjadi transaksi), baru kemudian pihak pekerja yang 
menanamnya.  
3. Praktek yang dilakukan Rasulullah SAW menunjukkan 
berkumpulnya antara Musaqah dan Muza>ra’ah ssekaligus. 
4. Musaqah tidak diperbolehkan selain dari kedua pohon 
tersebut. Dengan demikian maka Muza>ra’ah tentu lebih tidak 
diperbolehkan. 
5. Rasulullah SAW telah membolehkan Musaqah, maka 
Syafi‟ipun mengkuti hukum tersebut. Dan Rasulullah SAW 
telah melarang seseorang menyewakan tanah (Muza>ra’ah) 
maka Syafi‟ipun mengikutinya. 
6. Seandainya tidak ada Qiyas terhadap sunnah Nabi dan cerita 
Umar bin Khattab dan Ustman bin Affan tentang kebolehan 
meamalah pada pohon kurma (Musaqah), maka akan lebih 
baik praktek tersebut tidak diperbolehkan, karena hasil yang 
akan didapatkan nantinya (hasil panen) berbeda-beda dan 
belum jelas, bahkan bisa saja tidak ada hasil. 
37
 
Dalam menentukan sebuah istinbath hukum, khusunya tentang 
Muza>ra’ah ini mam Syafi‟i memngikuti jejak Rasulullah SAW. 
Aertinya apabila Rasulullah SAW membolehkan sesuatu beliaupun 
membolehkannya dan apabila Rasulullah SAW melarang sesuatu maka 
beliaupun melarangnya. Di sin jekas telah dilarang dalam hadis bahwa 
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Nabi Muhammad SAW melarang praktek Muza>ra’ah, maka Imam 
Syafi‟i melarang praktek tersebut.38 
Mengena banyak hadits yang bermunculan baik  hadts yang 
menyatakan membolehkan maupun melarang Muza>ra’ah, Imam Syafi‟i 
tetap berpegang pada hadits yang melarang. Karena beberapa hal yang 
telah disebutkan di atas. Adanya faktor pemahaman-pemahaman yang 
berbeda d antara mereka telah memunculkan pendapat-pendapat yang 
berbeda pula. Jadi tdak ada penghapusan (nasakh) terhadap hadits yang 
bertentangan tersebut. 
Jadi Imam Syafi‟i teah menemukan satu istinbath hukum yakni 
tentang larangan praktek Muza>ra’ah dengan berdasarkkan hadist Nabi. 
Syafi‟i tidak menentukan ketentuan hukum tersebut dalam al-Qur‟an. 
Karena hukum asal muamalah adalah mubah dan dalam hal muamalah 
adalah dihalalkan, kecuali ada dal yang melarang adanya praktek 
Muza>ra’ah. 39     
Mengapa Imam Syafi‟i tidak membolehkan Muza>ra’ah beliau 
tidak membolehkan Muza>ra’ah dengan alasan bahwa Nabi Muhammad 
SAW melarang adanya praktek Mukhabarah (yang mana ini searti 
dengan  Muza>ra’ah). dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Al-
Mawardi dalam kitab “Al-Khawy al-Kabar”, disebutkan : 
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َْهَاَقف  ْتَعَرا ْْهَعَس همْىا  ْو قْعَم َْهْب ْ َّالل َْدْبَع ْهتَْىأَض َْهَاق  ْب ئا َّطىا  ْهْب ْ َّالل  ْدْبَع ْْهَع  
َْمَّيَض َ   ًْ ٍْ َيَع ْه َّالل ىَّيَص ْ َّالل َْهُهضَر ََّْنأ  ْي راَصَْوْلْا  ْكا َّح َّضىا ْه ْب ْهت بَاث ً وََربَْخأ 
 ْه ََّ َْلْا ب ْه ُهَقأ َْل َْهَاق  ًْ  ب ْه ُهَقت  ْ َّالل  ْدْبَع ى َْهَاق  ْتَعَراَس همْىا ْْهَع َىٍَو 
Artinya: “Abdullah bin As Sa`ib ia berkata; aku bertanya kepada 
Abdullah bin Ma'qil tentang muzara'ah, lalu ia menjawab; telah 
mengabarkan kepadaku Tsabit bin Adl Dlahak Al Anshari bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang melakukan 
muzara'ah. Ia bertanya kepada Abdullah; Engkau berpendapat seperti 
itu? ia menjawab; Tidak, aku berpendapat seperti yang pertama”. 40 
 
Larangan itu juga dukarenakan bahwa upah bagi pekerja itu hasil 
dari hasil tanah tersebut tidak jelas berapa banyak yang akakn diterima. 
Artinya bahwa objek akad dalam Muza>ra’ah belum ada dan tidak jelas 
kadarnya. Karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil 
pertanian yang belum ada (al-ma‟dum) dan tidak jelas (al-jahalah) 
ukurannya. Sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak 
jelas, karena barangnya tidak nyata ketika transaksi atau tidak bisa 
diketahui kadar yang akan dihasilkan dari tanah tersebut. Bisa saja 
pertanian itu tidak menghaslkan/panen sehingga petani tidak 
mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya.   
Menurut Imam Syafi‟i hadis diatas menunjukkan bahwa 
Muza>ra’ah tidak diperbolehkan dengan pembagian sepertiga, 
seperempat, maupun sebagian hasil atau jumlah tertentu, hal itu 
dikarenakan pihak penyewa menerima tanah dalam keadaan kosong 
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 Abi al-Hasan bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri, al-khawy al-kabir, juz VII, 
Beirut (libanon: Dar al-kutub al-ilmiyati, 1995). hlm. 450 
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tidak ada tanaman sama sekali, lalu dialah (penyewa/penggarap) yang 
mulai menanaminya. Jadi tanaman tersebut bukanlah tanaman asli yang 
sudah ada sebelum dia menyewa. Dan tidak boleh seorang 
mempekerjakan orang lain kecuali dengan upah yang sudah di tentukan 
dan sudah di ketahui oleh kedua belah pihak dengan jelas ketka terjadi 
transaksi.  
Seseorang diperbolehkan menyewa tanahnya untuk ditanami, tapi 
upahnya haruslah jelas, seperti emas, perak atau barang-barang tertentu 
sebagamana diperbolehkannya menyewakan tempat-tempat tinggal 
ataupun para budak, sebagaimana hadis nabi SAW:  
َْمَّيَض  ًْ ٍْ َيَع ْهالل ىَّيَص ً بَّىىا  ْدٍْ َع َىيَع َْضَْرلْا َْْ هرَْنٌَْن  ا ُْ هواَم ْْمه ٍََّوأ َْيا َّمَع ًْْ َِّىثَدَح  
ْهالل ىَّيَص  ًْ  بَّىىا َىٍََىف  ْضَْرلْا, ْهب  حاَص  ًْ ٍْ  ىَْثتَْطٌ  ْء ًْ َش َْْ َأ  ْءاَع بَْرلْا َىيَع ْهتهبَْىٌ اَم ب َْ   
َْصٍْ َى  ْع فاَر:َْهَاَقف ؟  َمٌْر ِّدىا َْ   َْرىٌْ ِّدىا ب ًَْ  ٌ  َْْفٍََنف ْ ع فاَر ى: ْهتْيهَقف َْل ىَذ. ْْهَع َْمَّيَض َْ   ًْ ٍْ َيَع 
 َْمٌْر ِّدىا َْ   َْرىٌْ ِّدىا ب َْْشَأب َاٍ ب  
Artinya: Dari Handalah bin Qais, ia berkata: aku pernah 
bertanya kepada Rafi‟ bin Khudaij tentang penyewaan tanah dengan 
emas ataupun perak. Rafi‟  berkata: “tidak apa-apa. Sesungguhnya 
pada masa Rasulullah SAW orang-orang biasa menyewakan tanah 
dengan imbalan tanaman yang tumbuh dipinggir atau dipermukaan 
air, atau dengan sejumlah tanaman yang ada. Sehngga rusak ini 
selamat itu atau selamat ini rusak itu, orang-orang pada waktu itu 
tidak mempunyai system penyewa tanah melainkan seperti itu maka 
oleh sebab itu sistem penyewaan seperti itu yterlarang. Adapun 
(penyewaan tanah dengan) sesuatu yang diketahui dan terjamin maka 
ia tidak mengapa”.41 
 
Melihat penjeasan di atas, jadi Muza>ra’ah itu tidak diperbolehkan 
disewa dengan imbalan pohon yang ada di sekitar tanah yang disewa 
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 Imam  Muslim, Shahih Muslim (Beirut: Darul ma‟rifah, 2007), hlm. 449  
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tersebut. Kkecuali dengan sesuatu yang diketahui dan terjamin. 
Selanjutnya jika terjadi kerja sama antara pemilik tanah yang memiliki 
pohon kurma dengan orang lain yang menanam pohon. Lalu pohon itu 
dapat rembesan dari air kurma tersebut. Jika penggarap sekaligus 
penanam pohon menyirami pohon yang di tanam penggarap dan air 
mengikuti lajur pohon yang sudah ada, maka penggarap berhak atas 
buah dan ranting yang ditanam sendiri. 
Seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhaily dalam kitab “al-fuqhu 
al-Islami wa Adillatuh” Imam Syafi‟i menjelaskan bahwa ia tidak 
membolehkan Muza>ra’ah kecuali mngekor pada al-musaqah (transaksi 
untuk menyirami tanaman). Maka jika diantara kebun itu ada tanah 
kosong, maka tanah tersebut boleh disewakan (Muza>ra’ah) kepada 
orang lain bersamaa dengan adanya al-musaqah tersebut. Kebolehannya 
hanya karena adanya faktor mengekor tersebut, itupun masih 
disyaratkan bahwa keduanya harus disewa sekaligus oleh satu orang 
atau satu pihak. Kalau yang menyewa adalah dua orang yang berlainan 
maka tidak diperbolehkan. Juga disyaratkan sulitnya menyendirkan 
antara pohon kurma untuk disirami dan tanah yang akan dgarap.
42
 
Kemudan Imam Syafi‟i juga menerangkan lagi, jika ada dua orang 
bertransaksi, yang satu mempunyai tanah, keduannya mempunyai benih 
tanaman, keduanya atau salah satunya mempunyai sapi untuk mengolah 
tanah, lalu keduannya sepakat bekerkjasama untuk menanami tanah 
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 Wahabah az-zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 6,(terj. Abdul Hayyie al-Kattani), 
(Jakarta: Gema Insani,2011), hlm 614  
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tersebut secara bersama-sama, atau yang menanaminya hanya salah 
satu pihak saja, dan apa yang akan dihasilkan nanti dibagi berdua 
dengan seimbang atau salah satu pihak mendapatkan bagian yang lebih 
banyak dari lainnya, maka kerjasama yang demikian itu diperbolehkan. 
Kecuali dengan satu jalan yaitu kedua-duanya mengeuarkan benih 
tanaman dan membiayai penanamannya baik dengan sapi atau yang 
lain dengan ongkos yang sama. Sementara pemilik tanah berbuat 
kebaikan dengan tanahnya pada pemilik tanaman.
43
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BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Desa KedungDowo 
1. Gambaran Umum Desa Kedungdowo Dilihat dari Sektor Pertanian 
Desa Kedungdowo merupakan salah satu desa yang berada di 
kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali yang mayoritas penduduknya 
bermata pencarian di sektor pertanian, baik itu yang fokus pada usaha 
pertanian maupun sebagai pekerjaan sampingan. Kegiatan pertanian 
sudah dilahirkan turun temurun oleh sesepuh mereka, sehingga 
masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan pertanian sebagai jalan hidup 
mereka. Hasil pertanian di desa Desa Kedungdowo meliputi padi, 
jagung, singkong dan lain sebagainnya.
1
 
2. Letak geografis Desa Kedungdowo 
Desa Kedungdowo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali 
merupakan termasuk dataran rendah dengan batas-batas sebagai berikut:
2
 
a. Sebelah utara : Desa Senggrong 
b. Sebelah selatan : Desa Senggrong 
c. Sebelah barat : Desa Kacangan 
d. Sebelah timur : Wilayah Kabupaten Sragen 
                                                             
1 Aris Muttaqin, S.Ag, Sekretaris Desa Kedungdowo, wawancara pribadi,  pada tanggal 30 
april 2019, Pukul 10:00 
 
2 Laporan pertanggungjawaban Desa Kedungdowo tahun 2018 
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3. Kondisi Tanah 
Luas Desa Kedungdowo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali 
ada 293,8415 ha, terdiri dari: 
a. Tanah Sawah  : 131,5165 ha 
b. Tanah Tegal : 54,3750 ha 
c. Tanah Pekarangan : 88,8205 ha 
d. Tanah Lain-lain : 19,1295 ha 
e. Tanah Kas desa : 2.5 ha 
4. Demografi dan Monologi Desa 
a. Jumlah Penduduk Keseluruhan   : 3.503 jiwa 
b. Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin 
1) Laki-laki  : 1.740 jiwa 
2) Perempuan  : 1.763 jiwa 
c. Jumlah Kepala Keluarga (KK)  : 855 KK 
- Kepala Keluarga Miskin   : 230 KK 
d. Jumlah Penduduk menurut pendidikan3 
1) Lulusan Tk    : 41 orang 
2) Lulusan Sekolah Dasar  : 236 orang 
3) Lulusan SLTP   : 244 orang 
4) Lulusan SLTA  : 167 orang 
5) Lulusan (D-1 sampai D-3) : 9 orang 
                                                             
3 Ibid.  
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6) Lulusan Sarjana  : 14 orang 
e. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian / pekerjaan
4
 
1) Pegawai Negeri Sipil : 19 orang 
2) TNI/Polisi  : 19 orang 
3) Karyawan Swasta  : 1.258 orang 
4) Pedagang  : 27 orang 
5) Tani   : 269 orang 
6) Pertukangan   : 34 orang 
7) Buruh Tani  : 1.241 orang 
8) Pensiunan   : 23 orang 
9) Sisa    : 8 orang 
B. Mekanisme Praktik Akad Muza>ra’ah di Desa Kedungdowo 
1. Penentuan Hak dan Kewajiban Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan 
Dalam kerja sama terpenuhinya hak dan kewajiban merupakan 
suatu keharusan. Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling 
timbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan 
kewajiban bagi pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban salah satu 
pihak menjadi hak bagi pihak yang lain. Hak adalah kekuasaan yang 
benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu atau dalam pengertian lain 
hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan 
                                                             
4 Ibid.  
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oleh aturan undang-undang.
5  
Dalam Hukum Islam, hak adalah 
kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada 
keduanya yang diakui oleh syara’. Ketika hak seseorang tidak terpenuhi 
maka ada sesuatu yang menyalahi aturan dan ditakutkan akan 
mengakibatkan masalah yang besar seperti perselisihan. 
Selain hak, kewajiban juga merupakan hal yang sangat penting 
yang harus dijaga agar terciptanya kedamaian. Kewajiban adalah sesuatu 
hal yang wajib dilakukan.
6 
Secara istilah kewajiban adalah akibat 
(ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat memberikan 
sesuatu atau melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.
7
 
Kewajiban merupakan hal yang harus dipenuhi, jadi tidak hanya 
menerima hak saja tetapi juga melakukan kewajiban- kewajibannya. 
Secara umum hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban 
adalah sesuatu yang harus kita tunaikan atau laksanakan. 
Dalam muza>ra’ah terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pemilik 
lahan dan penggarap lahan. Pemilik lahan adalah orang yang mempunyai 
lahan pertanian yang  mana  karena  keadaan  tertentu  menyerahkan  hak  
                                                             
5 Departemen Pendidikan Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2003), hlm. 397 
6 Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 
2010), hlm. 941 
 
7 Gemala Dewi, Dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 82 
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pengelolaan  lahannya kepada orang lain yang disebut penggarap. 
Penggarap lahan yaitu orang yang mengerjakan lahan pertanian yang 
dimiliki pemilik lahan dan mendapatkan bagian dari hasil panen sesuai 
dengan cara pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 
Jadi dalam hal ini satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan 
satu pihak lagi untuk melakukan pekerjaan tersebut.
8
 
kerjasama pertanian di Desa Kedungdowo, Kecamatan Andong, 
Kabupaten Boyolali mempunyai dua komponen dalam penghitungan 
dasar dari pelaksanaannya, diantaranya: 
1. Tanah 
Disini, pemilik lahan menyerahkan lahan kepada penggarap 
untuk dikelola dengan bagi hasil yang telah disepakati bersama. Selama 
proses penelitian berlangsung penulis menyimpulkan alasan yang  
menjadi sebab mereka melakukan kerjasama, yaitu sebagai berikut:
9
 
a. Bagi Pemilik Lahan 
1) Karena kesibukan mereka yang lain, sehingga mereka    
tidak mempunyai waktu untuk mengolah lahan. 
                                                             
8
 Ibid., hlm. 82 
 
9
 Suyadi , Kepala Desa Kedungdowo, wawancara pribadi,  pada tanggal 30 april 2019, Pukul 
11:00 
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Meskipun sebenarnya mereka bisa menggarapnya 
sendiri. 
2) Karena  usia  yang  sudah  lanjut  sehingga  mereka  
tidak  memiliki tenaga yang cukup untuk menggarap 
lahannya sendiri. 
3) Untuk menolong petani yang tidak mempunyai 
pekerjaan tetap. 
b. Bagi Petani Penggarap 
a) Untuk  mencari  tambahan  penghasilan  karena  lahan  
yang  dimiliki hanya sedikit. 
b) Karena mereka tidak mempunyai lahan pertanian, 
walaupun mereka mempunyai keahlian, sehingga 
mereka menerimalahan orang lain untuk mereka 
garap. 
2. Pengolahan Lahan 
Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik tanah, 
benih   yang  akan   ditanam  serta  pengolahan   berasal  dari  petani 
penggarap serta tanggungan yang berhubungan dengan pengolahan 
lahan  menjadi  tanggungan  petani  penggarap,  yang  meliputi 
penyemaian benih, penanaman, pembajakan dan perataan lahan, 
pengairan, pemberian pupuk, penyuburan lahan sampai tiba waktunya 
51 
 
panen. Bentuk kerjasama seperti inilah yang banyak dilakukan oleh 
mayoritas penduduk Desa Kedungdowo dengan sistem bagi hasil 
terutama hasil  tanaman  padi.  Praktek  muza>ra’ah  ini  dilaksanakan 
karena masih melekatnya nilai sosial di kalangan masyarakat Desa 
Kedungdowo. Rasa percaya dan saling tolong menolong dijadikan 
dasar untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian muza>ra’ah seperti 
yang dilakukan orang-orang terdahulu.
10
 
2. Para Pelaku Bagi Hasil dan Sistem Bagi Hasil dalam Penggarapan 
Sawah Di Desa Kedungdowo 
Sistem bagi hasil adalah tata cara pembagian hasil usaha yang 
dilakukan oleh dua pihak yang bekerjasama. Dalam perjanjian 
pengelolan tanah yang dimaksud dengan bagi hasil secara sederhana 
adalah upah sebagian dari hasil yang diperoleh  dari  pengelolaan  tanah   
tersebut.  Pembagian  hasil  kepada  pihak penggarap  menurut  
kebiasaan  yang  berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat bervariasi, 
ada yang setengah, sepertiga atau lebih rendah dari itu.
11
 Sesuai  dengan  
pedoman  wawancara  yang peneliti buat. Berikut ini adalah hasil 
wanwancara dengan pemilik sawah dan penggarap sawah: 
                                                             
10 Ibid. 
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 Chairuman  Pasaribu  dan  Suhrawardi  K.  Lubis,  Hukum  Perjanjian  Dalam  Islam, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 61. 
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 Hasil wawancara dengan pemilik lahan Bapak sumianto (50 
th) tentang latar belakang  kerjasama  pemilik  lahan  menyatakan  bahwa  
“Lahan  yang  saya miliki subur dan cocok untuk ditanami padi “, 
maksudnya tingkat kesuburan tanah untuk usaha pertanian padi sangat 
subur sehingga dengan ditanami padi akan menghasilkan padi baik, 
pemilik lahan tidak menggarap lahan mereka sendiri dikarenakan mereka 
mempunyai pekerjaan lain yang tidak bisa ditinggalkan sehingga mereka 
tidak punya waktu untuk mengerjakannya dan mereka memilih untuk 
bekerja sama dengan petani penggarap untuk dikelola hal tersebut 
diungkapkan oleh responden sebagai berikut “Saya tidak menggarap 
sendiri dikarenakan punya pekerjaan lain yang tidak bisa ditinggalkan 
sehingga menuntut saya untuk bekerja sama dengan penggarap sehingga 
lahan saya tidak tidur (tidak terurus) “.12 
Hubungan petani penggarap dan pengelola lahan adalah 
hubungan kekerabatan dan tetangga yang sudah dikenal baik oleh 
pemilik lahan seperti yang diungkapkan oleh pemilik lahan “Hubungan 
saya dengan pengelola lahan saya adalah tetangga, ia sudah saya percaya 
untuk mengolah lahan saya karena ia jujur”. Menurut pemilik lahan tanah 
mereka dikelola oleh satu orang seperti yang diungkapkan oleh pemilik 
lahan “Lahan yang saya miliki dikelola oleh satu orang, karena ia jujur 
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 Wawancara dengan Bapak Sumianto (pemilik lahan), pada tanggal 29 april 2019, Pukul 
10:00 
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dan tidak neko-neko”.  Kemudian barkaitan dengan penyedian pupuk dan 
peralatan pertanian “Kalau masalah pupuk dan peralatan itu di tanggung 
oleh petani semua mas jadi pemilik lahan hanya menyedialan lahannyan 
saja”. untuk yang menanggung biaya- biaya operasional  “Yang 
menanggung biaya operasional ya si penggarap mas, ada juga yang biaya 
operasional yang saya tanggung   dan   ada   juga   yang   paroan”.13 
Kemudian Apakah sistem bagi hasil di daerah sini modelnya rata-
rata sama pak “dari sepengetahuan saya disini modelnya beda-beda mas, 
disini tergantung yang punya lahannya, yang menentukan pembagian 
maupun penyediaan seperti pupuk tadi beda-beda, ada yang dari pemilik 
dan ada juga yang dari penggrap dan semua itu kembali tergantung si 
pemilik dan kesepakatan para pihak”. Berkaitan dengan nisbah/porsi, 
itungannya bagaimana pak, “Oh tentang porsi bagi hasil yang diterima 
tergantung hitungan biaya yang dikeluarkan masing-masing mas, 
contohnya saya seluruh biaya yang ntanggung adalah penggarap maka 
kami membuat kesepakatan dengan penggarap porsinya 80:20, yaitu 70% 
untuk pengarap dan 30% untuk saya”.14 
Bapak Sholikin (65 th) tentang latar belakang tidak mengarap 
lahannya sendiri “Saya tidak menggarap sendiri dikarenakan umur saya 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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sudah tidah muda lagi mas, kemudian saya menyuruh menggrap 
tentangga karena juga saling membantu karena tetangga saya tidak 
memiliki tanah yang luas”. Kemudian hubungan pemilik lahan dengan 
petani penggarap apakah ada hubungan kekerabatan “ hubungan saya 
dengan petani adalah tetangga biasa mas tidak ada hubungan 
kekerabatan tetapi saya sudah menganggap seperti saudara saya 
sendiri”.15   
Kemudian barkaitan dengan penyedian pupuk dan peralatan 
pertanian “Ya pada saat penggarapan lahan saya menyediakan bibit, 
dan pupuk,  ada juga yang menggunakan sistem, bibit dan pupuk biaya 
diserahkan pada penggarap pemilik lahan terima bersih”. Apakah 
sistem bagi hasil di daerah sini modelnya rata-rata sama pak 
“sepengetahuan saya disini modelnya beda-beda mas, disini tergantung 
yang punya lahannya, yang menentukan pembagian maupun 
penyediaan seperti pupuk tadi beda-beda, ada yang dari pemilik dan ada 
juga yang dari penggrap dan semua itu kembali tergantung  dan 
kesepakatan para pihak”. Berkaitan dengan nisbah/porsi, itungannya 
bagaimana pak, “Kalau tentang porsi bagi hasil yang diterima 
tergantung hitungan biaya yang dikeluarkan masing-masing mas, 
                                                             
15 Wawancara dengan Bapak Sholikin (pemilik lahan), pada tanggal 2 Mei 2019, jam 
16.00 
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contohnya saya seluruh biaya saya tanggung maka saya membuat 
kesepakatan  yaitu 30% untuk pengarap dan 70% untuk saya”.16 
Bapak parjo (60 th) tentang latar belakang tidak mengarap 
lahannya sendiri “Saya tidak menggarap sendiri dikarenakan umur saya 
sudah tidah muda lagi mas, dan saya dilarang dokter untuk bekerja yang 
berat-berat makannya saya menyuruh orang untuk menggrap sawah 
saya”. Kemudian hubungan bapak dengan si penggarap itu apa ya 
“hubungn saya dengan penggarap adalah tetangga mas, tetapi beliau 
sudah saya anggap seperti sudara sendiri”. Kemudian barkaitan dengan 
penyedian pupuk dan peralatan pertanian siapa yang menyediakan pak 
“Ya pada saat penggarapan lahan saya menyediakan bibit, dan pupuk 
mas,  ada juga yang menggunakan sistem, bibit dan pupuk biaya 
diserahkan pada penggarap pemilik lahan terima bersih kemudian ada 
juga yang setengah-setengah”.17 
 Apakah sistem bagi hasil di daerah sini modelnya rata-rata 
sama ya pak “ yang saya ketahui disini modelnya beda-beda mas, disini 
tergantung yang punya lahannya, yang menentukan pembagian maupun 
penyediaan seperti pupuk tadi beda-beda, ada yang dari pemilik dan ada 
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Ibid.  
 
17 Wawancara dengan Bapak Parjo (pemilik lahan), pada tanggal  30 April 2019, Pukul 
16:00 
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juga yang dari penggrap dan semua itu kembali tergantung  dan 
kesepakatan para pihak”. Berkaitan dengan nisbah/porsi, itungannya 
bagaimana pak, “Kalau tentang porsi bagi hasil yang diterima 
tergantung hitungan biaya yang dikeluarkan masing-masing mas, 
contohnya saya seluruh biaya saya tanggung maka saya membuat 
kesepakatan 30:70 mas,  yaitu 30% untuk pengarap dan 70% untuk 
saya”.18 
Bapak Sutopo (55 th) tentang latar belakang tidak mengarap 
lahannya sendiri “Saya tidak menggarap sendiri dikarenakan punya 
pekerjaan lain yang tidak bisa ditinggalkan sehingga menuntut saya 
untuk bekerja sama dengan petani penggarap mas”. Aapa hubungan 
bapak dengan penggarap “Hubungan saya dengan pengelola adalah 
saudara mas, ia sudah saya percaya untuk mengolah lahan saya karena 
ia jujur dan pandai dalam bertani”. Kemudian barkaitan dengan 
penyedian pupuk dan peralatan pertanian di sediakan siapa pak, “pada 
saat penggarapan lahan saya menyediakan bibit, dan pupuk, kemudian 
ada juga yang menggunakan sistem, bibit dan pupuk biaya diserahkan 
pada penggarap pemilik lahan terima bersih”.19 
                                                             
18
 Ibid.  
 
19 Wawancara dengan Bapak Sutopo (pemilik lahan), pada tanggal 30 April 2019 , Pukul 16:00 
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 Apakah sistem bagi hasil di daerah sini modelnya sama pak 
“kalau sepengetahuan saya disini modelnya beda-beda mas, disini 
tergantung yang punya lahannya, yang menentukan pembagian maupun 
penyediaan seperti pupuk tadi beda-beda, ada yang dari pemilik dan ada 
juga yang dari penggrap dan semua itu kembali tergantung  dan 
kesepakatan para pihak kemudian akad yang dilaksanakan secara lisan 
dan tidak ada saksi”. ”. Berkaitan dengan nisbah/porsi, itungannya 
bagaimana pak, “Kalau tentang porsi bagi hasil yang diterima 
tergantung hitungan biaya yang dikeluarkan masing-masing mas, 
contohnya saya seluruh biaya saya tanggung maka saya membuat 
kesepakatan  yaitu 30% untuk pengarap dan 70% untuk saya begitu mas 
pembagiannya”.20 
Selain dengan pemilik lahan peneliti juga mewawancarai petani 
penggarap (pengelola) untuk mengungkapkan latar belakang kerjasama 
antara pemilik lahan dengan petani penggarap, yang pertama 
wawancara dengan Bapak Sapar (47 th) Dari mana bapak memiliki 
keahlian mengelola lahan pertanian “Saya mendaptkan   keahlian   
bertani   secara   turun   temurun   dari   pengalaman bertahun-tahun dan 
dari orang tua saya mas”. Apakah bapak memiliki pekerjaan lain selain 
menjadi penggarap lahan “Saya mempunyai pekerjaan lain selain 
                                                             
20 Ibid.  
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menggarap lahan yaitu sebagai pekerja serabutan mas”. Sudah berapa 
lama bapak bekerjasama menggarap sawah ini pak, “Saya bekerjasama 
dengan pemilik lahan dalam mengelola lahan pertanian kira-kira 5 
tahunan mas”, Apa hubungan bapak dengan pemilik lahan, “saya 
dengan si pemilik lahan tidak ada hubungan mas hanya sebatas 
tetangga”.21 
Kemudian yang menyediakan bibit, dan alat-alat lainnya siapa 
yang menyediakan pak, “kalau masalah pupuk dan peralatan itu di 
tanggung oleh petani semua mas jadi pemilik lahan hanya menyedialan 
lahannyan saja” Apakah pemilik lahan ikut serta dalam pengelolaan 
pak, “Pemilik lahan ikut serta akan tetapi pemilik lahan hanya sebatas 
mengawasi saja, yang menjalankan usaha ini adalah penggarap”. Jika 
dalam kegiatan operasional bapak kekurangan biaya, bagaimana cara 
mengatasi masalah tersebut, “Jadi begini mas, apabila dalam usaha 
kami kekurangan dana maka kami mengatasinya dengan cara berembug 
dengan pemilik lahan untuk menempuh langkah terbaik bagi 
keberhasilan usaha kami”. berapa  lama  waktu  yang  dibutuhkan  
untuk merawat padi ini sampai siap panen pak, “Waktu yang 
                                                             
21
 Wawancara dengan Bapak Sapar  (Pengelola lahan/petani),  pada tanggal 29 April 2019,  jam 
16.00 
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dibutuhkan untuk merawat padi dari pengolahan tanah, pembibitan 
perawatan sampai panen kurang lebih 4 bulan mas”.22 
 Jika lahan garapan bapak terkena masalah sehingga bisa 
mengakibatkan ancaman gagal  panen,  siapa  yang  harus  bertanggung  
jawab  atas  biaya-biayanya pak, “Biaya-biaya yang kita keluarkan 
entah itu dari pemilik lahan atau penggarap apabila sawah mengalami 
gagal panen maka seluruh biaya kerugian kita tanggung bersama”. 
Apakah ada  bantuan  dari  pemerintah  setempat pak, “Ada bantuan 
dari pemerintah yaitu berupa penyediaan bibit, kadang kala juga berupa 
pupuk kemudian juga memberikan bantuan berupa teraktor”. Apakah 
hasil yang bapak peroleh dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 
“Hasil dari ini bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mas, karena 
kalau tidak mengolah lahan beras harus beli”. Hasil dari panen itu 
apakah langsung di jual atau bagaimana pak, “kalau disini kebanyakan 
dibagi dalam bentuk gabah/padi mas, karena kan penggarap menggarap 
sawah untuk mendapatkan beras bukan uang”.23 
Bapak Yadi (43 th) Dari mana bapak memiliki keahlian 
mengelola lahan pertanian “Saya mendaptkan   keahlian   bertani   
secara autodidak mas, kemudian juga  turun   temurun dari orang tua”. 
                                                             
22 Ibid. 
 
23
 Ibid.  
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Apakah bapak memiliki pekerjaan lain selain menjadi penggarap lahan 
“Saya mempunyai pekerjaan lain selain menggarap lahan yaitu sebagai 
pekerja serabutan mas, kalau tidak begitu tidak cukup untuk kebutuhan 
sehari-harinya mas”. Sudah berapa lama bapak bekerjasama 
menggarap sawah ini pak, “Saya bekerjasama dengan pemilik lahan 
dalam mengelola lahan pertanian kurang-lebih 4 tahunan mas”, Apa 
hubungan bapak dengan pemilik lahan, “saya dengan si pemilik lahan 
adalah saudara mas”.24 
Kemudian yang menyediakan bibit, dan alat-alat lainnya siapa 
yang menyediakan pak  ”Yang  menyediakan  bibit,  dan  pupuk  ada  
kalanya penggarap dan adakalanya pemilik lahan, ada juga yang 
menyediakan pupuk bibit dan lain-lain penggarap atau sebaliknya yaitu 
pemilik lahan  dan nanti bagi hasil sesuai dengan kesepakatan”. 
Apakah pemilik lahan ikut serta dalam pengelolaan pak, “Pemilik lahan 
ikut serta akan tetapi pemilik lahan hanya mengawasi saja mas, yang 
menjalankan usaha ini adalah penggarap”. Jika dalam kegiatan 
operasional bapak kekurangan biaya, bagaimana cara mengatasi 
masalah tersebut, “Ya apabila dalam usaha kami kekurangan dana 
                                                             
24
 Wawancara dengan Bapak Yadi (Pengelola lahan/petani), pada tanggal  29 April 2019, Pukul 
09:00 
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maka kami mengatasinya dengan cara berembug dengan pemilik lahan 
untuk menempuh langkah terbaik bagi keberhasilan usaha kami”.25  
Berapa  lama  waktu  yang  dibutuhkan  untuk merawat padi ini 
sampai siap panen pak, “Waktu yang dibutuhkan untuk merawat padi 
dari pengolahan tanah, pembibitan perawatan sampai panen kurang 
lebih 4 bulan mas dan tergantung cuaca juga”. Jika lahan garapan bapak 
terkena masalah sehingga bisa mengakibatkan ancaman gagal  panen,  
siapa  yang  harus  bertanggung  jawab  atas  biaya-biayanya pak, 
“Biaya-biaya yang kita keluarkan entah itu dari pemilik lahan atau 
penggarap apabila sawah mengalami gagal panen maka seluruh biaya 
kerugian kita tanggung bersama”. Apakah ada  bantuan  dari  
pemerintah  setempat pak, “ yang saya ketahui ada mas bantuan dari 
pemerintah yaitu berupa penyediaan bibit, kadang kala juga berupa 
pupuk kemudian juga memberikan bantuan berupa teraktor”. Hasil dari 
panen itu apakah langsung di jual atau bagaimana pak, “kalau disini 
kebanyakan dibagi dalam bentuk gabah/padi mas, jarang sekali yang di 
di jual kemudian uangnya dibagi”.26 
Bapak Hartono (46 th) Dari mana bapak memiliki keahlian 
mengelola lahan pertanian “Saya mendaptkan   keahlian   bertani   
                                                             
25 Ibid.  
 
26
 Ibid.  
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secara   turun   temurun   dari   pengalaman bertahun-tahun dan dari 
orang tua saya mas”. Apakah bapak memiliki pekerjaan lain selain 
menjadi penggarap lahan “Saya mempunyai pekerjaan lain selain 
menggarap lahan yaitu sebagai pekerja di sebuah pabrik mas”. Sudah 
berapa lama bapak bekerjasama menggarap sawah ini pak, “Saya 
bekerjasama dengan pemilik lahan dalam mengelola lahan pertanian 
kira-kira ya sudah 8 tahunan mas”, Apa hubungan bapak dengan 
pemilik lahan, “saya dengan si pemilik lahan adalah tentanggaan 
mas”.27  
Yang menyediakan bibit, dan alat-alat lainnya siapa yang 
menyediakan pak  ”Yang  menyediakan  bibit,  dan  pupuk  ada  
kalanya penggarap dan adakalanya pemilik lahan, ada juga yang 
menyediakan pupuk bibit dan lain-lain penggarap atau sebaliknya yaitu 
pemilik lahan  dan nanti bagi hasil sesuai dengan kesepakatan”. 
Apakah pemilik lahan ikut serta dalam pengelolaan pak, “Pemilik lahan 
ikut serta akan tetapi pemilik lahan hanya mengawasi mas, yang 
menjalankan usaha ini adalah penggarap”. Jika dalam kegiatan 
operasional bapak kekurangan biaya, bagaimana cara mengatasi 
masalah tersebut, “Jika dalam usaha kami kekurangan dana maka kami 
mengatasinya dengan cara berembug dengan pemilik lahan untuk 
                                                             
27
 Wawancara dengan Bapak Hartono (Pengelola lahan/petani), pada tanggal 2 Mei 2019 , 
Pukul 16:00 
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menempuh langkah terbaik bagi keberhasilan usaha kami”. berapa  
lama  waktu  yang  dibutuhkan  untuk merawat padi ini sampai siap 
panen pak, “Waktu yang dibutuhkan untuk merawat padi dari 
pengolahan tanah, pembibitan perawatan sampai panen kira-kira 4 
bulan mas”.28  
Jika lahan garapan bapak terkena masalah sehingga bisa 
mengakibatkan ancaman gagal  panen,  siapa  yang  harus  bertanggung  
jawab  atas  biaya-biayanya pak, “Biaya-biaya yang kita keluarkan 
entah itu dari pemilik lahan atau penggarap apabila sawah mengalami 
gagal panen maka seluruh biaya kerugian kita tanggung bersama”. 
Apakah ada  bantuan  dari  pemerintah  setempat pak, “Ada mas 
bantuan dari pemerintah yaitu berupa penyediaan bibit, kadang kala 
juga berupa pupuk kemudian juga memberikan bantuan berupa 
teraktor”. Hasil dari panen itu apakah langsung di jual atau bagaimana 
pak, “kalau disini kebanyakan dibagi dalam bentuk gabah/padi mas”.29 
Bapak musthofa (42 th) Dari mana bapak memiliki keahlian 
mengelola lahan pertanian “Saya mendaptkan   keahlian   bertani   
secara   turun   temurun   dari   pengalaman bertahun-tahun dan dari 
orang tua saya mas”. Apakah bapak memiliki pekerjaan lain selain 
                                                             
28 Ibid.  
 
29
 Ibid.  
64 
 
menjadi penggarap lahan “Saya mempunyai pekerjaan lain selain 
menggarap lahan yaitu saya buka toko klontong mas”. Sudah berapa 
lama bapak bekerjasama menggarap sawah ini pak, “Saya bekerjasama 
dengan pemilik lahan dalam mengelola lahan pertanian baru 2 
tahunan mas”, Apa hubungan bapak dengan pemilik lahan, “saya 
dengan si pemilik lahan adalah tentanggaan mas”.30 
 Yang menyediakan bibit, dan alat-alat lainnya siapa yang 
menyediakan pak  ”Yang  menyediakan  bibit,  dan  pupuk  ada  
kalanya penggarap dan adakalanya pemilik lahan, ada juga yang 
menyediakan pupuk bibit dan lain-lain penggarap atau sebaliknya yaitu 
pemilik lahan  dan nanti bagi hasil sesuai dengan kesepakatan”. 
Apakah pemilik lahan ikut serta dalam pengelolaan pak, “Pemilik lahan 
ikut serta akan tetapi pemilik lahan hanya mengawasi saja mas, kadang 
kalau panen juga ikut membantu sedikit-sedikit”. Jika dalam kegiatan 
operasional bapak kekurangan biaya, bagaimana cara mengatasi 
masalah tersebut, “Jika dalam usaha kami kekurangan dana maka kami 
mengatasinya dengan cara berembug dengan pemilik lahan untuk 
menempuh langkah terbaik bagi keberhasilan usaha kami”.31 
                                                             
30 Wawancara dengan Bapak Musthofa  (Pengelola lahan/petani), pada tanggal 4 Mei 2019 , 
Pukul 10:30 
 
31 Ibid.  
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 berapa  lama  waktu  yang  dibutuhkan  untuk merawat padi 
ini sampai siap panen pak, “Waktu yang dibutuhkan untuk merawat 
padi dari pengolahan tanah, pembibitan perawatan sampai panen kira-
kira 4 bulan mas”. Jika lahan garapan bapak terkena masalah sehingga 
bisa mengakibatkan ancaman gagal  panen,  siapa  yang  harus  
bertanggung  jawab  atas  biaya-biayanya pak, “Biaya-biaya yang kita 
keluarkan entah itu dari pemilik lahan atau penggarap apabila sawah 
mengalami gagal panen maka seluruh biaya kerugian kita tanggung 
bersama”. Apakah ada  bantuan  dari  pemerintah  setempat pak, “Ada 
mas bantuan dari pemerintah yaitu berupa penyediaan bibit, kadang 
kala juga berupa pupuk kemudian juga memberikan bantuan berupa 
teraktor”. Hasil dari panen itu apakah langsung di jual atau bagaimana 
pak, “kalau disini kebanyakan dibagi dalam bentuk gabah/padi mas”.32 
3. Kesimpulan Wawancara Kepada Pemilik Lahan Dan Penggarap 
Lahan 
Jadi kesimpulan dari wanwancara kkepada kedua belah. Yang 
pertama alasan menyewakan atau menyuruh orang lain untuk menggarap 
adalah ada yang masalah usia kemudian maslah ada pekerkjaan lain yang 
tidak dapat di tinggalkan.  
                                                             
32
 Ibid.  
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Kemudian hubungan antara pemikik lahan dan penggarap adalah ada 
yang saudara ada juga yang tetangga, kemudian masalah penyediaan 
pupuk dan bibit disediakan oleh pemilik tanah ada juga dari pengarap. 
Pembagian keuntungannya rata-rata adalah 70 : 30. Jika ada kerugian di 
tanggung oleh semua pihak dan ada juga yang di tanggung oleh pemilik 
semua adalah sesui kesepekatan. 
Kemudian dari penggarap umumnya mempunyai kemampuan bertani 
adalah turun temurun dari orang tua karena orang tua mereka adalah 
petani. Rata-rata penggarap menggarap tanah orang lain dari 2 tahun 
sampai 5 tahunan. Kemudian hasil dari panen di bagi dalam bentuk 
gabah/ butiran padi.  
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BAB IV 
ANALISIS 
A. Analisi Sistem Bagi Hasil Muza>ra’ah  Dalam Menentukan Pembagian 
Pendapatan 
Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab kedua penelitian ini bahwa al- 
muza>ra’ah berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan 
petani penggarap, maka apabila dianalisis kerjasama pertanian di Desa 
Kedungdowo Kecamatan Andong  Kabupaten Boyolali,  ada beberapa hal  
yang patut dianalisis.  Pertama,  syarat-syarat  yang  menyangkut  dengan  
hasil  panen. Kedua, syarat yang menyangkut jangka waktu. Ketiga, obyek 
akad. 
Kerjasama pertanian di Desa Kedungdowo yang menyangkut benih 
yang akan ditanam adalah sangat jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan 
tanah itu benih yang ditanam itu jelas dan menghasilkan. Adapun syarat yang 
menyangkut tanah pertanian adalah bahwa tradisi di Desa Kedungdowo di 
kalangan para petani, tanah itu digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu 
adalah tanah yang tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan 
dijadikan tanah pertanian, maka petani penggarap di Desa Kedungdowo 
menolak untuk mengolah tanah tersebut. 
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Ditinjau dari batas-batasnya, bahwa batas-batas tanah itu jelas. Tanah 
itu diserahkan sepenuhnya kepada petani di Desa Kedungdowo untuk digarap 
dan tanpa disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu. 
Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut: 
pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak jelas. Hasil itu benar-benar 
milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan. Pembagian hasil 
panen di Desa Kedungdowo itu ditentukan sejak dari awal akad, sehingga 
tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak 
berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal untuk pekerja, 
atau satu karung; karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah 
jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu. 
Syarat yang menyangkut jangka waktu juga dijelaskan dalam akad 
sejak semula, oleh sebab itu, jangka waktunya jelas. Untuk penentuan jangka 
waktu ini, biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan di Desa Kedungdowo. 
Untuk obyek akad, juga jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang 
akan ditanam datangnya dari pemilik tanah ada juga yang dari penggarap, 
maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya dari petani. Ada juga 
benihnya dari penggarap, ada juga yang setengah-setengah.  
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Berdasarkan keterangan di atas, jika dianalisis maka dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
Syarat-syarat al-muza>ra’ah menurut jumhur ulama yaitu, ada yang 
menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, tanah yang 
dikerjakan, hasil  yang akan dipanen, dan  yang menyangkut jangka 
waktu berlakunya akad.
1
 Hal ini sesuai dengan pendapat Mazhab Hambali 
(Hanabilah), agar  akad  kerjasama  muza>ra’ah  itu  dianggap  sah  menurut 
hukum, maka mesti memenuhi beberapa hal, yaitu:  
1. Orang yang melakukan perjanjian kerjasama itu mesti harus 
mempunyai keahlian, artinya berakal sehat. 
2. Harus diketahui jenis benih dan kadarnya yang diperlukan. Jika benih 
tidak diketahui (majhul), maka tidak sahlah akad kerja samanya. 
3. Menentukan tanah dan ukurannyapun dijelaskan.  
4. Menentukan macam yang ingin ditanam.2 
Syarat-syarat yang disebut di atas, ternyata dipenuhi oleh tradisi 
yang ada di Desa Kedungdowo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. 
                                                             
1
 Nasroen Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 278. 
 
2 Abdurrrahmân  al-Jazirî,  Kitab  al-Fiqh  „alâ  al-Mazâhib  al-Arba‟ah:  Fiqih  Empat 
Mazhab, jilid, 4, Alih Bahasa, Moh Zuhri, dkk, (Semarang: As-Syifa, 1994), hlm. 40 
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Muza>ra’ah  adalah  penggarapan  sawah  dengan  mendapat  bagian  
dari hasil penggarapan dengan ketentuan benih dari pemilik sawah. Apabila 
benihnya dari penggarap, maka itu disebut mukhabarah. Untuk orang yang 
melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah 
balig dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang 
dianggap telah cakap bertindak hukum. Pendapat lain dari kalangan ulama 
Hanafiyah menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang 
yang murtad (keluar  dari  agama  Islam),  karena  tindakan  hukum  orang  
yang  murtad dianggap mauquf (tidak punya efek hukum, sampai ia masuk 
Islam kembali).
3
 Akan  tetapi,  Abu  Yusuf  dan  Muhammad  ibn  al-Hasan  
asy-Syaibani tidak  menyetujui  syarat  tambahan  ini,  karena,  menurut  
mereka,  akad  al- muza>ra’ah boleh dilakukan antara muslim dengan non 
Islam; termasuk orang murtad. 
Muza>ra’ah adalah perlakuan pemilik tanah kepada orang lain untuk 
menggarapnya dengan perjanjian penggarap akan memperoleh sebagian 
tertentu dari pada hasilnya,  sedang bibit dari  pemilik tanah.
 
Syarat  yang 
menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan 
kebiasaan tanah itu yaitu benih yang ditanam jelas dan akan menghasilkan. 
Sedangkan syarat yang menyangkut tanah pertanian adalah: 
                                                             
3 Nasroen Harun, Fiqh Muamalah..., hlm. 278. 
71 
 
1. Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh 
digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu adalah tanah yang 
tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan dijadikan 
tanah pertanian, maka akad al-muza>ra’ah tidak sah. 
2. Batas-batas tanah itu jelas. 
3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk 
digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut 
mengolah pertanian itu, maka akad al-muza>ra’ah tidak sah.4 
Menurut   Abu   Yusuf   dan   Muhammad   (sahabat   Abu   
Hanifah), sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe’i bahwa syarat-syarat 
tanaman yang dihasilkan: 
1. Jelas ketika akad 
2. Diharuskan atas kerja sama dua orang yang akad. 
3. Ditetapkan ukuran di antara keduanya, seperti sepertiga, 
setengah, dan lain- lain. 
4. Hasil dari tanaman harus menyeluruh di antara dua orang yang 
akan melangsungkan akad. Tidak dibolehkan mensyaratkan bagi 
salah satu yang melangsungkan akad hanya mendapatkan 
sekadar pengganti biji.
5
 
                                                             
4 Ibid.. hlm. 278 
5 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 208 
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Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam 
akad sejak semula, karena akad al-muza>ra’ah mengandung makna akad al-
ijarah (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil 
panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka 
waktu ini, biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Untuk 
obyek akad, jumhur ulama yang membolehkan al-muza>ra’ah, mensyaratkan 
juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam 
datangnya dan pemilik tanah, maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya 
dari petani. 
Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, muza>ra’ah diperbolehkan sebagian 
besar para sahabat, tabi’in, dan para imam, serta tidak diperbolehkan 
sebagian yang lain.
6
 Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibahi 
menyatakan, dilihat dari segi sah atau tidaknya akad al-muza>ra’ah, maka ada 
empat bentuk al-muza>ra’ah, yaitu: 
1. Apabila  tanah  dan  bibit  dari  pemilik  tanah,  kerja  dan  alat  
dari  petani, sehingga  yang  menjadi  obyek  al-muza>ra’ah  
adalah  jasa  petani,  maka hukumnya sah. 
2. Apabila  pemilik  tanah  hanya  menyediakan  tanah,  sedangkan  
petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi 
                                                             
6
 Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim Minhâj al-Muslim, Terj. Fadli Fahri, 
(Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 521 
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obyek al-muza>ra’ah adalah manfaat tanah, maka akad al-
muza>ra’ah juga sah. 
3. Apabila tanah, alat, dan bibit dari pemilik tanah dan kerja 
dari petani, sehingga yang menjadi obyek al-muza>ra’ah adalah 
jasa petani, maka akad  
4. Apabila tanah pertanian dan alat disediakan pemilik tanah dan 
bibit serta kerja dari petani, maka akad ini tidak sah. Menurut Abu 
Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, menentukan 
alat pertanian dari pemilik tanah membuat akad ini jadi rusak, 
karena alat pertanian tidak boleh mengikut pada tanah. Menurut 
mereka, manfaat alat pertanian itu tidak   sejenis   dengan   manfaat   
tanah,   karena   tanah   adalah   untuk menghasilkan tumbuh-
tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk 
menggarap tanah. Alat pertanian, menurut mereka, harus mengikut 
kepada petani penggarap, bukan kepada pemilik tanah.
7
 
Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama 
pertanian  di  Desa Kedungdowo Kecamatan  Andong  Kabupaten Boyolali  
tidak bertentangan dengan pendapat para ulama di atas. 
Berikut ini merupakan bentuk-bentuk sistem/cara yang dipakai dalam 
usaha pertanian Desa Kedungdowo: 
                                                             
7 Nasroen Harun, Fiqh Muamalah..., hlm. 270-280 
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1. Kerjasama pemilik tanah (sawah) dengan penggarap 
Kerjasama pemilik dengan penggarap dapat terjadi pada dua 
macam cara yaitu: 
a. Kerjasama   antara   pemilik   dengan   penggarap,   dengan   
ketentuan seluruh biaya ditanggung oleh pemilik. Petani hanya 
mengelola saja. Bagi hasil dilakukan setelah dikurangi biaya-
biaya penggarapan. Porsi bagi hasil sesuai dengan 
kesepakatan. Dalam kerjasama seperti ini, tanggung  jawab  
pemilik  lahan  adalah  pada  penyediaan  lahan  dan biaya-biaya 
selama penggarapan sampai panen. Tanggung jawab penggarap   
adalah   dalam   hal   keahlian   dan   penggarapan   sawah 
pertanian  yang  meliputi:  pengolahan  tanah,  perawatan,  
pemupukan dan pemanenan. 
b. Kerjasama   antara   pemilik   dengan   penggarap,   dengan   
ketentuan pemilik hanya menyediakan lahan saja. Pengelolaan 
dan seluruh biaya diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. 
Dalam kerjasama seperti ini, pemilik hanya menunggu hasil 
panen. Pemilik tidak turut andil dalam pengelolaan pertanian. 
Tanggung jawab penggarap meliputi seluruh kegiatan 
pengelolaan dan biaya-biaya. Porsi bagi hasil sesuai 
kesepakatan setelah dikurangi biaya-biaya.  
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2. Sistem buruh tani 
Sistem ini dilakukan antara pemilik lahan dengan buruh harian. 
Pemburuh tidak setiap hari bekerja kepada pemilk lahan. Tugas buruh 
hanya pada penanaman dan perawatan dan pada saat panen saja. Tarif 
upah untuk buruh tani padi di di Desa Kedungdowo adalah sekitar 
Rp. 35.000 – Rp. 65.000 per hari tergantung pekerjaan yang 
dilakukan. 
3. Sistem pribadi 
Dalam hal ini, biasanya pemilik lahan mengelola pertanian tanpa 
batuan siapapun mulai dari awal pengelolaan sampai panen. Hanya 
pada saat panen, pemilik baru menyuruh orang untuk membedah hasil 
pertanian. Sistem ini yang paling banyak digunakan oleh masyarakat 
Desa Kedungdowo, khususnya yang memiliki lahan sedikit dan masih 
bisa dikelola sendiri. 
B. Analisis Perspektif Mazhab Syafi’i Terhadap Sistem  Bagi Hasil 
Muza>ra’ah Di Desa Kedungdowo 
Proses produksi pertanian yang berada di Desa Kedungdowo yang 
diteliti oleh penulis adalah menggunakan dua acuan yaitu lahan dan modal. 
Perolehan produksi yang baik terkait dengan kedua faktor di atas. Tanah 
merupakan faktor produksi yang dapat mempengaruhi hasil produksi. Hal ini 
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dapat dibuktikan dari tinggi rendahnya hasil produksi tergantung dari 
luas atau tidaknya lahan yang dimiliki dan daerah tertentu. Pada lahan yang 
luas, ada  kemungkinan  tidak  dipakai  secara  langsung  oleh  pemiliknya  
sebagai modal untuk usaha pertanian. Pemilik lahan dapat bekerjasama 
dengan penggarap sebagai tenaga kerja untuk mengelola lahan yang ada 
dengan keahliannya. 
Faktor modal dalam kegiatan produksi juga tidak kalah penting dari 
faktor lahan. Penulis menggunakan indikator total biaya (total cost) untuk 
mengukur pengaruh modal dalam produksi pertanian. Pada usaha tani padi di 
Desa Kedungdowo secara umum seluruh biaya dialokasikan untuk 
membeli  bibit, pupuk, dan zakat. Alokasi biaya berbeda antara masing-
masing pihak. Tergantung bagaimana kebutuhan saja. Dalam penelitian ini 
dilakukan wawancara kepada petani sebanyak 9 partisipan sebagai subjek 
penelitian, yaitu terdiri dari kepala Desa, pemilik lahan dan petani penggarap. 
Pada pembahasan sebelumnya penulis telah menjelaskan bagaimana 
sistem usaha pada sektor pertanian di Desa Kedungdowo dan bagaimana 
mereka menerapkannya   dalam   kehidupan   sehari-hari.   Mencermati   hal   
tersebut, penulis melihat bahwa pelaksanaan usaha pada sektor pertanian ini 
memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam perekonomian mereka. 
Apalagi semua itu  didukung oleh kondisi  geografis  wilayah  yang cukup  
baik  dan sangat cocok untuk jenis pertanian. Di Desa Kedungdowo, usaha 
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pertanian mendominasi sekitar 80% masyarakat berkecimpung di usaha ini, 
walaupun banyak juga dari mereka yang menjadikan usaha ini sebagai 
sampingan. 
Muza>ra’ah menurut ulama Syafi’iyah adalah mengelola tanah di atas 
sautu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pemilik tanah. 
Kemudian mengenai praktek mukhabarah/ Muza>ra’ah, Imam Syafi’i telah 
melarangnya. Beliau berpijak pada sumber hadists Ibnu Umar r.a yang di 
kutip oleh al-Mawardi dalam kitab “al-khaway al kabir”:  
ِِةََرباَخُمْلا ِِهَع َىَهو َِمَّلَسَو ِِهَْيلَع الله ىَّلَص ِِالل َِلْىُسَر ََِّنأ  
Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW melarang praktik mukhabarah”8 
Jadi Imam Syafi’i melarang adanya praktek Muza>ra’ah, karena Nabi 
Muhammad SAW telah melarang praktek mukhabarah. Dimana mukhabarah 
ini searti dengan Muza>ra’ah. Hanya saja berbeda dalam hal asal mula 
benihnya. Mukhabarah benihnya berasal dari pemilik tanah. Dan Imam 
Syafi’i menyamakan antara keduanya (Muza >ra’ah dan Mukhabarah). Dalam 
hadis diatas tidak membolehkan tapi dalam prakteknya di Desa Kedungdowo 
melakukan praktek Muza>ra’ah, maka dari itu praktek tersebut tidak sesuai 
dengan teori mazhab Syafi’i. 
                                                             
8
 Abi al-Hasan bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri, al-khawy al-kabir, juz VII, 
Beirut (libanon: Dar al-kutub al-ilmiyati, 1995). hlm. 450 
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 Sebenarnya banyak hadits yang secara jelas menunjukkan larangan 
praktek Mukhabarah (Muza>ra’ah) meskipun ada juga hadits-hadits lain yang 
membolehkannya. 
Berikut adalah hadis yang membolehkan Muza>ra’ah:  
ُهاََخأ اَهْعَرْزَيْلَف اَهْعَرْزَي ْْمَل ِْْنإَف َْفاَهُعَرْزَيْل   ْضَْرأ ُْهَل ْْتَناَك ْْنَم  
Artinya: “Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia 
menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk 
menanaminya”(HR. bukhari).9 
Kemudan Imam Syafi’i juga menerangkan lagi, jika ada dua orang 
bertransaksi, yang satu mempunyai tanah, keduannya mempunyai benih 
tanaman, keduanya atau salah satunya mempunyai sapi untuk mengolah 
tanah, lalu keduannya sepakat bekerkjasama untuk menanami tanah tersebut 
secara bersama-sama, atau yang menanaminya hanya salah satu pihak saja, 
dan apa yang akan dihasilkan nanti dibagi berdua dengan seimbang atau 
salah satu pihak mendapatkan bagian yang lebih banyak dari lainnya, maka 
kerjasama yang demikian itu diperbolehkan. Kecuali dengan satu jalan yaitu 
kedua-duanya mengeuarkan benih tanaman dan membiayai penanamannya 
baik dengan sapi atau yang lain dengan ongkos yang sama. Sementara 
pemilik tanah berbuat kebaikan dengan tanahnya pada pemilik tanaman.  
                                                             
9
 Nashiruddin Al-Albahi, Ringkasan Shoheh Bukhari, Jilid. II (Jakarta: Gema Insane Press, 
2007), hlm. 128-129 
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Di pandang dari segi Mazhab Syafi’i praktek penggarapan sawah di 
Desa Andong sudah sesuai. Masyarakat Desa Kedungdowo pemilik lahan 
sudah menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk di tanami.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Setelah penulis menguraikan masalah-masalah di dalam pembahasan 
ini, serta pemberian penkjelasan dan analisi maka penulis mengambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Terdapat tiga sistem usaha pertanian di Desa Kedungdowo yaitu: 
a. Kerjasama pemilik tanah (sawah) dengan penggarap 
Kerjasama pemilik dengan penggarap dapat terjadi pada dua 
macam cara yaitu: Kerjasama   antara   pemilik   dengan   
penggarap,   dengan   ketentuan seluruh biaya ditanggung 
oleh pemilik. Kerjasama   antara   pemilik   dengan   
penggarap,   dengan   ketentuan pemilik hanya menyediakan 
lahan saja. 
b. Sistem buruh tani 
c. Sistem pribadi 
2. Pertama dalam hadits  tidak membolehkan praktek Muza>ra’ah  
tapi di Desa Kedungdowo melakukan praktek Muza>ra’ah, maka 
dari itu praktek tersebut tidak sesuai dengan teori mazhab 
Syafi’i. Kemudian ada hadits yang membolehkan praktek 
Muza>ra’ah di Desa Andong sudah sesuai.  
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Masyarakat Desa Kedungdowo pemilik lahan sudah menyerahkan 
lahannya kepada penggarap untuk di tanami. 
B. Saran 
Berdasarkan  kesimpulan   yang  telah  dikemukakan,  maka 
disarankan beberapa hal yang dapat penulis sampaikan pada tulisan karya 
ilmiah ini, yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya lebih memperhatikan dan 
mengkaji lebih koprehensif pada permasalahan bagi hasil 
dalam sistem penggarapan sawah, agar tidak adanya kasus 
tidak keadilan dan merugikan salah satu pihak, dan tidak 
terpenuhinya rukun serta syarat dari kerjasama penggarapan 
sawah, juga kurangnya rujukan dalam penelitian. 
2. Diharapkan kepada masyarakat Desa Kedungdowo untuk 
mempraktikan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat 
Islam khususnya pada mazhab Syafi’i, agar tercapainya 
keadilan  dimana  tidak  adanya  pihak  yang  merasa 
dirugikan agar terciptanya hubungan yang baik dalam 
bermasyarakat. 
 
Jadwal penelitian 
 
  
PEDOMAN WAWANCARA PEMILIK SAWAH 
1. Siapa nama lengkap anda? 
2. Berapa usia anda ? 
3. Apa agama anda? 
4. Apa pekerjaan Anda? 
5. Diamana alamat rumah anda? 
6. Dimana letak sawah anda?  
7. Apakah anda pernah menyuruh orang lain untuk menggarap sawah anda? 
8. Mengapa sawah anda di garap orang lain? 
9. Siapa saja yang pernah mengarap sawah anda? 
10. Berapa lama sawah anda di garap orang lain?  
11. Siapa yang menanggung biaya penggarapan sawah? 
12. Apakah tindakan anda jiga gagal panen? 
13. Apakah anda ikut serta menanam hingga memanen padi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA PENGGARAP SAWAH 
1. Siapa nama lengkap anda? 
2. Berapa usia anda ? 
3. Apa agama anda? 
4. Apa pekerjaan Anda? 
5. Diamana alamat rumah anda? 
6. Apakah anda mengarap sawah orang lain? 
7. Keahlian bertani di dapat dari mana? 
8. Dimana letak sawah yang anda garap/ 
9. Sudah berapa lama anda menggarap sawah tersebut? 
10. Siapa yang menanggung biaya penggarapan sawah? 
11. Berapa lama waktu penanaman padi hingga siap panen? 
12. Apakah padinya anda panen sendiri atau di jual? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA KEPALA DESA 
1. Siapa nama lengkap anda? 
2. Berapa usia anda ? 
3. Apa agama anda? 
4. Diamana alamat rumah anda? 
5. Bagimana struktur organisasi di desa Andong ini? 
6. Apa tugas dan fungsi dari tiap peramngkat Desa? 
7. Bagaimana perkembangan Desa Andong? 
8. Apa visi dan misi Desa Andong? 
9. Bagaimana letak geografis Desa Andong? 
10. Berapa banyak penduduk du Desa Andong ini? 
 
 
  
Foto bersama pemilik lahan 
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